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 HASTUTIYANI, Nomor Pokok E121 10 009, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : 
“IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM 
(KPU) KABUPATEN PINRANG PADA PEMILUKADA TAHUN 2013” di 
bawah bimbingan Dr. H. A. Gau Kadir, M.Si. dan Andi Lukman Irwan, S.IP., 
M.Si. 
 Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Tugas 
dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada 
Pemilukada Tahun 2013,  serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
tugas dan wewenang KPU, baik faktor pendukung maupun faktor 
penghambatnya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang dalam lingkup 
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe 
penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus. Sementara 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi visual, wawancara 
dengan subjek terpilih dan studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, 
surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, serta ditunjang oleh data 
sekunder.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi 
tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada 
Pemilukada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan 
tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% 
berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah 
Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan 
mengendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan 
serta kendala dalam penyelenggaraan Pemilukada. Adapun faktor-faktor yang 
mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 
2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada; 2) Perilaku 
politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan 
3) Parsitipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya,yaitu 
Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor 
eksternal,yaitu  1) Kurangnya sinergitas antara KPU dan Panwaslu; 2) 
Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam mengetahui hal-
hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas 
dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU 
tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran Penyelanggara 
mulai dari PPK, PPS dan KPPS. 
Kata Kunci:  Tugas dan Wewenang, KPU, Pemilukada. 
 
ABSTRACT 
HASTUTIYANI, Id number E121 10 009 Government  Science Program, 
Political Governance Departement, Faculty of Social and Political science, 
writing thesis with the title “THE IMPLEMENTATION OF DUTY AND 
AUTHORITY OF PINRANG REGENCY’S PUBLIC ELECTION COMMISION 
IN PUBLIC ELECTION OF REGIONAL HEADMAN IN 2013”, ( Supervisior I, 
Dr. H. A. Gau Kadir., M.Si. and Supervisior II, Andi Lukman Irwan, S.IP., 
M.Si.). 
The research aimed find out The Implementation of Duty and Authority 
of Pinrang Regency’s Public Election Commision in Public Election of Regional 
Headman In 2013 and the factors afect the implementasion of duty and 
authority of pinrang regency’s public election commision, either supported or 
constraint factor. this research conducted in pinrang regency in pinrang 
regency’s public election commision. The type of this research is descriptive 
kualitative with case study as basic of research. Technique of data collecting 
used visual observation, interview with selected subject, and literature study by 
reading books, articles, newspapers, documents, legislations and other 
information that relevant with the object of research and supported by 
secondary data. 
The result of research showed that generaly implementation of duty and 
authority of pinrang regency’s public election commision in public election of 
regional headman in 2013 conducted well, the one is showed by the increasing 
of pertisipant which rich 79,92% based on the data of Pinrang Regency’s Public 
Election Commision and there’s not litigation which offer to constituation court 
of law. Moreover, pinrang regency’s public election commision have 
coordinated, organazed, and controlled all of the stages based on the 
regulation. Although, there’re many problems and constraints during the 
implementation of the public election of the regional headman. And the 
supported factors of the public election of the regional headman are: 1) 
Government’s Policy about the public election of the regional headman; 2) The 
political behavior of constituents, the candidates, and the supported team; 3) 
The Participation of Societies. Meanwhile the constraint factors are internal 
factors from public election commision it self and the external factors are: 1) 
Deficieny of sinregy between The Public Election Commision and The 
Commitee of Public Supervisor; 2) The tendency of society to ignore every 
thing connected to the election, technically; 3) The deficiency of supervision in 
clear and directed socialization about the regulation and The Public Election of 
Regional Headman’s organizing to each the organizer from PPK, PPS, and 
KPPS. 
Keywords: Duty and authority, The Public Election Commision, Public 




1.1 Latar Belakang 
Demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia 
memproklamasikan kemerdekaaan. Sila keempat Pancasila, ”Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / 
perwakilan” menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang 
diejawantahkan dalam prinsip-prinsip dasar dalam mekanisme demokrasi. 
Hampir semua pengertian demokrasi merujuk pada makna bahwa “Pada 
tingkat terakhir rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-
masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai 
kebijaksanaan negara,oleh karena kebijaksanaan negara itu menentukan 
kehidupan rakyat”1. Atas dasar itulah, demokrasi diterima dan diterapkan 
hampir di seluruh negara, dengan variasi serta penyesuaian-penyesuaian 
terhadap karakter masing-masing negara. 
Demokrasi lebih diterima dibandingkan dengan sistem pemerintahan 
lain, salah satunya karena dalam demokrasi terdapat elemen self government2. 
Dalam konteks itu, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai bentuk 
pelibatan masyarakat3, terutama untuk menetukan siapa yang harus 
                                                          
1 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 207. 
2 Lihat Carlos Santiago Nino, The Ethics of Human Rights, Oxford University Press, 1991. 
3 Dalam demokrasi adalah mustahil jika mengaharapkan rakyat memerintah secara langsung. Oleh 
karena itu, demokrasi yang dianggap paling tepat adalah dengan model pelibatan rakyat melalui 
menjalankan pemerintahan, termasuk juga siapa yang mengawasi pemerintah 
tersebut. Dalam demokrasi, pelibatan masyarakat itulah yang kemudian 
diaktualisasikan melalui pemilu4. 
Berkaitan dengan itu, pada level local government, Pemilu 
diaktualisasikan ke dalam pranata Pemilukada. Di sini, ada ruang deliberasi 
bagi masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan di daerah. Begitu juga, 
deliberasi parsitipasi warga dalam menentukan kepemimpinan di daerah. 
Melalui Pemilukada, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah 
terpilih diharapakan akan dirumuskan berdasarkan taste masyarakat, 
termasuk implementasinya. Adanya kebijakan-kebijakan publik yang 
menguntungkan masyarakat merupakan ujung dari perbaikan demokrasi lewat 
Pemilukada. 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah 
menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di 
Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang 
krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan 
demokratis. Dan pasca dimasukannya Pilkada sebagai bagian dari rezim 
Pemilu, yang selanjutnya dikenal dengan Pemilukada, kembali menguatkan 
peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia. 
                                                          
demokrasi perwakilan sehingga muncul organisasi sebagai media agregasi aspirasi, seleksi 
kepemimpinan, komunikasi politik,dan sarana mengelola politik. 
4 Robert A.Dahl. Polyarchy: Parsitipation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971, hal 
2. 
Pilihan untuk memaknai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi 
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” dengan 
memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam UU 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pilihan yang 
sangat tepat dalam mengelola masa transisi Indonesia dari era otoritarian ke 
era demokratisasi yang sesungguhnya.  
Pemilihan kepala daerahpun semakin baik kualitasnya setelah 
Mahkamah Konstitusi memutus bahwa kesertaan calon perseorangan 
merupakan suatu keniscayaan, yang mana Putusan ini lalu dikuatkan dengan 
keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 
Tahun 2004. Meskipun demikian harus diakui masih banyak permasalahan 
dalam Pemilukada dari periode ke periode, diantranya5: 
Pertama, permasalahan dari kerangka hukum yang masih menyisakan 
berbagai kesimpangsiuran maupun ketidakjelasan bagi penyelenggara, 
peserta, maupun pemilih dalam pemaknaannya, yang tak jarang berakibat 
pada konflik dan gangguan keamanan di lapangan. Aturan yang ambigu dan 
multitafsir akhirnya berkontribusi pada rentetan persoalan dalam 
menyelenggarakan tahapan Pemilukada, sebut saja masalah karut marutnya 
                                                          
5 Tim Peneliti Perludem, dalam bukunya “Menata Kembali Pengaturan Pemilukada”. 
daftar pemilih, kisruh pencalonan, kampanye yang tidak terkontrol, sampai 
pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah.  
Kedua, masalah sistem pemilihan dan metode pencalonan. Sistem 
pencalonan memberikan ruang bagi partai politik, gabungan partai politik, dan 
calon perseorangan untuk memajukan calon melahirkan begitu banyak 
kandidat yang lantas diiukuti dengan problematika berikut biaya 
penyelenggaraan yang mahal dan politik biaya tinggi (atau politik uang). Selain 
itu ruang bagi parpol nonkursi di DPRD untuk mencalonkan kandidat, 
sepanjang memperoleh 15% suara sah dalam Pemilu Legislatif terakhir, lebih 
banyak membawa masalah ketimbang manfaat bagi Pemilukada. Diantaranya 
melahirkan banyaknya dukungan ganda dalam pencalonan, dan maraknya 
politik transaksional jual beli dukungan.  
Ketiga, masalah dalam penyelenggaraan tahapan yang diakibatkan 
oleh ketidaksiapan penyelenggara, kematangan kandidat, maupun 
akseptabilitas pemilih atas proses penyelengga raan tahapan yang ada. Masih 
ditemui banyak penyelenggara yang tidak profesional dan mumpuni dalam 
menyelenggarakan Pemilukada (walau harus diakui hal ini juga terjadi karena 
adanya kontribusi dari kerangka hukum yang bermasalah tersebut). Selain itu, 
penyelenggaraan Pemilukada biasanya tidak bermasalah (atau tidak 
dipermasalahkan) pada tahapan awalnya, sampai kemudian diketahui hasil 
penghitungan suara. Barulah para kandidat dan masa pendukungnya beraksi 
melakukan protes dan penolakan yang tidak jarang berakhir pada kerusuhan 
dan konflik horizontal antar masyarakat.  
Keempat, masalah penegakan hukum dan penanganan pe langgaran. 
Aturan yang ada belum bisa merespon persoalan riel dan kompleks yang 
terjadi di lapangan. Ketentuan hukum acara penanganan pelanggaran 
Pemilukada diatur secara belum terperinci dalam undangundang yang ada 
(dan ujungnya lagilagi menyebabkan kebingungan dalam penerapannya di 
lapangan). Kapasitas penegak hukum pun banyak menyisakan bahkan 
menimbulkan masalah baru. Hal ini bisa dipahami karena masih minimnya 
program untuk peningkatan pema haman dan kapasitas dalam menangani 
berbagai pelanggaran Pemilukada.  
Kelima, tersebarnya waktu penyelenggaraan Pemilukada melahirkan 
kompleksitas dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya juga berujung pada 
pembengkakan dan pemborosan anggaran. Bahkan muncul fakta sampai ada 
daerah yang mengambil anggaran pendidikan dan kesehatannya untuk 
memenuhi alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilukada. Pemilih juga 
akhirnya bosan dan kehabisan energi karena terusterusan harus ‘”Ber-Pemilu 
ria”. Tak heran jika dari Pemilu Legislatif ke Pemilu Presiden sampai ke 
Pemilukada grafik partisipasi pemilih terus menurun. 
Dalam perjalanannya, Pemilukada telah banyak mengalami 
perkembangan, baik dari sisi peserta, penyelenggara, maupun mekanisme 
dan aturan. Perkembangan tersebut terjadi, baik melalui perubahan peraturan 
perundang-undangan, maupun melalui putusan-putusan Mahkamah 
Konstitusi. Pada awal penerapannya, mekanisme Pemilukada disambut 
antusiasme tinggi masyarakat. Antusisme itu ditunjukkan dengan tingkat 
parsitipasi yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan pemilukada. 
Sebagaimana diketahui, tingginya parsitipasi masyarakat seringkali digunakan 
sebagai salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilukada, 
termasuk mengukur kuat tidaknya legitimasi politik calon terpilih. Demokrasi 
selalu menyediakan wadah yang luas bagi rakyat untuk berparsitipasi atau ikut 
serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenannya 
dapat dikatakan, semakin rendah parsitipasi masyarakat dalam Pemilukada 
semakin rendah pula kualitas Pemilukada. 
Penyelenggaraan Pemilu yang besifat langsung, umum, bebas, jujur, 
adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, 
lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, 
ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas 
dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-
hak politik dari warga negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu 
lembaga berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilu yang 
dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat serta mempunyai 
integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. 
Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai 
penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan 
berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan 
Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah 
menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), serta  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang 
diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut, 
sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, KPU juga  melaksanakan  
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih 
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 
Wakil Walikota secara langsung,  sehingga untuk melaksanakan tugas 
tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. 
Pada kenyataanya dalam berbagai penelitian, ditemukan fakta 
mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilukada yang 
cenderung semakin menurun dibeberapa daerah. Meskipun tidak ada angka 
yang pasti mengenai berapa persen jumlah parsitipasi masyarakat agar 
Pemilukada dikatakan tinggi tetapi fakta penurunan parsitipasi masyarakat 
menunjukkan adanya persoalan dalam Penyelanggaraan Pemilukada. 
Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilukada di kabupaten 
Pinrang yang mengusung enam pasangan calon dan salah satunya 
merupakan pasangan kandidat berasal dari calon perseorangan, hal ini tentu 
melengkapi penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Pinrang. Melihat hal 
tersebut, maka kecenderungan suara pemilih dapat dilihat melaui komposisi 
pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri setelah dilakukannya pemilihan masih 
terdapat sebagian masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan 
hak pilihnya. Beberapa diantara mereka cenderung lebih mendahulukan 
kebutuhan individunya , seperti bekerja, berladang, atau sekolah ketimbang 
hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu sebagian masyarakat 
yang terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan 
suara, sehingga kelompok - kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan 
jelas oleh pemilih. Belum lagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan 
tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang 
semula berniat untuk berparsitipasi. Dan masalah terparah ketika parsitipasi 
masyarakat hanya didorong oleh semangat pragmatisme. Kalau ada kandidat 
yang memberi keuntungan mareka mau berparsitipasi, jika tidak maka tidak 
perlu berparsitipasi.  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelanggara Pemilukada 
berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan 
berkualitas. Dimana masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya 
partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya. Berdasarkan fenomena 
yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mencoba mengelaborasi peran KPU 
Kabupaten Pinrang dengan mengangkat judul  “Implementasi Tugas dan 
Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada 
Pemilukada Tahun 2013” 
1.2  Rumusan Masalah 
Pemilukada secara langsung merupakan desain kelembagaan yang 
dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Hanya saja, 
desain semacam ini pada kenyataannya belum mencapai sasaran secara 
maksimal. Perangkat prosedur yang mengatur pelaksanaanya tidak saja 
disusun dalam suasana ketimpangan, melainkan juga belum mampu memberi 
ruang yang cukup bagi berjalannya proses pemilihan kepala daerah secara 
demokratis.  
Sementara itu, berlangsung secara demokratis atau tidaknya proses 
pemilukada tidak lepas dari penyelenggara dan proses penyelenggaraannya. 
Kekhawatiran bahwa KPU bisa menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik 
memang tidak berlebihan meskipun KPU tidak lagi bertanggung jawab kepada 
DPRD. Munculnya berbagai permasalahan Pemilukada yang terjadi di 
Kabupaten Pinrang selama penyelenggaraannya juga tentu tidak lepas dari 
kelalaian tugas dan wewenang dari KPU. 
Berangkat dari fenomena di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
untuk dikaji lebih lanjut, yaitu: 
1. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilukada Tahun 2013? 
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Implementasi Tugas Dan 
Wewenang Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Pinrang Pada 
Pemilukada Tahun 2013? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin 
dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013. 
2. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 
Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang 
pada Pemilukada tahun 2013. 
1.4 Manfaat Hasil Penelitian 
a) Manfaat Teoritis 
1. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian 
yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu 
pemerintahan. 
2. Sebagai salah satu bahan referensi dan informasi bagi para peneliti lainnya 
yang berminat untuk mengkaji mengenai hal-hal yang menyangkut peran 
lembaga dan kontribusinya bagi masyarakat. 
b) Manfaat Praktis 
1. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak instansi terkait 
mengenai tugas dan perannya.  
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan atau rangkuman 
dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya 
tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini 
meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan 
membuat sistesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta  pendapat yang 
berhubungan dengan penelitian 
2.1 Konsep tentang Implementasi 
Hinggis (1985) dalam Harbani Pasolong (2011:57) mendefinisikan 
implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya 
sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai 
sasaran strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang 
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991) ditegaskan 
arti implementasi / im. ple. men. ta. si. sebagai ; pelaksanaan / penerapan. 
Sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi 
atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan 
dan usaha tertentu. 
Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih 
jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan 
berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program 
menjadi kenyataan. Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani 
Pasolong ( 2011:57) mengatakan bahwa: 
“Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana 
ke dalam praktek.  Secara garis besar implementasi dapat diartikan 
sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan.  
 
Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin 
A.W (2005 : 65), mengatakan bahwa:  
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian 
implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 
 
Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan 
pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legislative atau cara pengambilan 
keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam 
kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah 
dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan 
benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk 
menghasilkan apa yang menjadi tujuannya , dan benar-benar memperlihatkan 
rambu-rambu pemerintah yang berlaku. 
Selain itu, Gordon (1986) dalam Harbani Pasolong ( 2011:58) 
mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang 
diarahkan pada realisasi program. 
Selanjutnya Van Meter dan Van Hom dalam Solichin A.W (2005:65), 
kemudian memberikan pengertian tentang implementasi yaitu : 
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijakan”. 
 
Pressman dan Wildavsky dalam Solichin A.W (2005:65) menyatakan 
bahwa:  
”Sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya 
terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan”.  
 
Sehingga bagi kedua pelopor study implementasi ini maka proses untuk 
melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan 
oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut 
dengan sendirinya akan berlangsung mulus. 
Oleh sebab itu, Solichin A.W (2005 : 59) mengatakan bahwa tidak terlalu 
salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari 
seluruh proses kebijakan. Lebih jauh lagi Solichin A.W (2005 : 102) kemudian 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses 
implementasi, berupa : 
1. Output – output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan 
pelaksana. 
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut. 
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana. 
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut. 
Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa 
perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam 
muatan atau isinya. 
Implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss 
dalam Harbani Pasolong (2011:59) mengungkapkan antara lain (1) hambatan 
politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan 
SDM di bidang teknis dan admistratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, 
(5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) system 
informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antar actor, 
(9) dukungan yang berkesinambungan.  
2.2 Konsep Tugas dan wewenang 
Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus 
bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam 
suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 
menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan 
misi suatu organisasi.  Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan 
yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau 
unit. Rincian tugas-tugas  tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan 
konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas dan 
wewenang merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam Peraturan 
Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi 
menyelenggarakan dan melaksakan tugas-tugasnya sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya. 
2.2.1 Tugas   
Pada dasarnya tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, 
pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau 
melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.    
Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam 
moekijat (1998:9):  
“The Term Task is frequently used to describe one portion or 
element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian 
atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat 
(1998:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity 
carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan 
suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu).   
 
Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan 
spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner 
dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa: 
“Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu 
tujuan khusus”.  
 
Sedangkan menurut Moekijat (1998:11):  
“Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen 
dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) 
atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.  
 
Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas 
adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin 
dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan 
gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi 
demi mencapai tujuan tertentu.  
2.2.2 Wewenang 
Di dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu wewenang. 
Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam 
lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara 
keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, 
kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang 
atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, 
merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan 
terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang 
bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari 
kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan 
kekuasaan untuk meminta dipatuhi. 
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering 
dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 
kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya 
berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan 
pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).6 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang 
tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum 
oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”, sedangkan 
kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai 
wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem 
hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta 
dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara. 
Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan7. 
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan 
yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. 
Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) 
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7 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,  tanpa tahun, h. 1 
hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) 
kebijakbestarian; dan f) kebajikan. 
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan 
dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. 
Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan 
istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. 
Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam 
hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang 
seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. 
Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian 
kewenangan dan wewenang. Terdapat perbedaan mendasar antara 
kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). 
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang 
berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan 
wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari 
kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 
voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 
wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat 
keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka 
pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang 
utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-
akibat hukum.8 
Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: 
Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van 
bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke 
rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer. (wewenang 
dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan 
dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek 
hukum publik dalam hukum publik). 
 
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, 
penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian 
yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan 
kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang 
adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek 
hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang 
untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. 
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Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 
melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan 
keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi 
secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada 
kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, 
harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan 
yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti 
pemberian  wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama 
pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat 
menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi 
mandat). 
Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. 
Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:9  
a.    with atribution, power is granted to an administrative authority by an 
independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say 
that is not derived from a previously existing power. The legislative body 
creates independent and previously non existent powers and assigns them 
to an authority. 
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b.    Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one 
administrative authority to another, so that the delegate (the body that the 
acquired the power) can exercise power in its own name. 
c.    With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) 
assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in 
its name. 
J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang 
diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara 
oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang 
tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif 
menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan 
sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. 
Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi 
dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga 
delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji 
kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat 
suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) 
memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat 
keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. 
Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. 
Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian 
pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat 
didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi 
bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi 
tersebut. 
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada 
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang 
sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan 
didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa 
sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) 
pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ 
(institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum 
positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak 
dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.10  
2.3 Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 
Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah 
mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari 
diberlakukannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
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Daerah. Dengan diberlakukannya undang -undang ini, hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian 
besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.  
Secara umum undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan 
juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian disisi lain, 
undang-undang ini dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak 
negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil didaerah 
karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan hierarkis 
dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam 
pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “money politic” yang terjadi 
dalam pemilihan kepala daerah (Abdullah, 2005: 3). 
Timbulnya kelemahan-kelemahan tersebut, untuk memperbaikinya 
maka diberlakukanlah undang-undang  No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyrakat, serta mampu meningkatkan daya 
saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara 
efektif, efisien dan bertanggung jawab. 
Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pemilu, yang telah diganti menjadi Undang-Undang No.15 
Tahun 2011, dampak atas puusan MK No. 072-073/ PUU-II/200411, pemilihan 
kepala daerah tidak lagi menjadi rezim pemerintahan daerah, tetapi telah 
menjadi bagian dari rezim pemilu. Di dalam UU No.22 Tahun 2007 istilah 
Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) kemudian diubah menjadi Pemilihan Umum 
Kepala Daerah(Pemilukada), sebagaimana yang disebutakan dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 4: Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Secara historis, ada 3 (tiga) hal yang menunjuk pergeseran Pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepla Daerah dari rezim pemerintahan daerah 
menjadi menjadi rezim Pemilu dengan sebutan Pemilukada12 : 
Pertama, adanya putusan MK No. 072-073/ PUU-II/2004 tentang 
permohonan pengujian Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang dimohonkan 
oleh Cetro dkk pada tahun 2004. Dalam amar putusannya, MK membatalkan 
                                                          
11 Lihat, Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 Pembatalan ketentuan pasal 57 ayat (1) sepanjang anak 
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DPRD dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.  
12 Arif Wibowo, Menata Sistem Pemilukada secara serentak secara Nasional, Evaluasi Pemilukada 
2010, Baleg PDI Perjuangan. 
ketentutan Pasal 57 ayat (1) ) sepanjang anak kalimat “...yang 
bertanggungjawab kepada DPRD”, Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPU”, pasal 67  ayat (1) huruf e  
sepanjang anak kalimat “...kepada DPRD”, pasal 82 ayat (2) sepanjang anak 
kalimat “...oleh DPRD” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan KPUD tidak bertanggungjawab 
kepada DPRD dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.  
Kedua, diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilu yang menyebabkan seluruh ketentuan terkait 
penyelenggara Pemilu dalam UU No.32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku13. Ketiga, peralihan kewenangan penanganan sengketa hasil 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung 
kepada Mahkamah Konstitusi14  
Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi 
di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara 
langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita 
akibat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang baru 
ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah 
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dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat 
dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 
demokratis”. 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 
diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 56  Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 
Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit 
ketentuan tentang Pemilukada langsung tercermin dalam penyelengaraan 
Pemilukada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. 
Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas 
Pemilukada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-
undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 
Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan 
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya 
sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format 
demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik (Prihatmoko, 
2005: 2). 
Pelaksanaan Pemilukada Langsung merupakan sebuah peningkatan 
demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, 
berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi 
aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut Winarno (2002: 11) 
mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif 
yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan 
kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi 
politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih”. 
Dengan demikian adanya Pemilukada secara langsung ini, proses 
demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat 
diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan 
dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat 
merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung 
jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat 
daerahnya. Dilaksanakannya Pemilukada secara langsung pastilah memiliki 
suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada 
Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 
Menurut Agung Djokosukarto, ada 5 dimensi dan tujuan dalam 
pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu: 
1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik 
2. Mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal) 
3. Mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan 
legislatif daerah. 
4. Mewujudkan  tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite 
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan derah sesuai dengan prinsip 
good governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan 
berotonomi 
Pemilukada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga 
aspek yaitu: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir 
masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih 
besar pada setiap orang untuk berpartisipasi; dan Memperluas akses 
masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang 
menyangkut kepentingan mereka. Selain itu, hal yang terpenting dari 
Pemilukada ini adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang dapat 
menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh 
rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah. 
2.4 Konsep Komisi Pemilihan Umum 
2.4.1 Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU 
keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) 
dibentuk denganKeppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang 
anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik 
Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 
10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU 
kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 
April 2001. 
KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 
yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, 
akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus 
Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. 
Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU 
harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu 
memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu 
yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil 
rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. 
Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat 
penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih 
kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. 
Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, 
muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan 
kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. 
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. 
Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah 
mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 
22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan 
oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung 
jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU 
sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan 
meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU 
dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana 
pun. 
Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 
Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga 
penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-
undang secara lebih komprehensif. 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai 
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu 
sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya 
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 
dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas 
lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu 
juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS 
dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum 
yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam 
pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam 
rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas 
dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat 
diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan 
Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. 
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, 
DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. 
Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak 
mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan 
kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal 
dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden 
dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa 
keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. 
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; 
kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; 
keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan 
efektivitas. 
Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk 
Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari 
lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang 
kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and 
proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 
Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU 
pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat 
menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi 
administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes 
administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam 
jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007. 
2.4.2 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara 
Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 
Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 
bersifat hierarkis. Oleh karena itu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 
adalah satu kesatuan organisasi berjenjang walaupun telah ditentukan 
pembagian tugas dan tanggungjawab masing- masing oleh undang-undang. 
KPU provinsi adalah organ dari KPU yang harus melaksanakan dan mengikuti 
arahan, pedoman, dan program dari KPU, terutama dalam hal pelaksanaan 
Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain, KPU 
provinsi harus mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas KPU 
kabupaten/kota.  
Namun demikian, prinsip kemandirian juga tetap dimiliki oleh KPU 
provinsi bahkan dari KPU nasional. Hal itu misalnya dalam hal penetapan hasil 
Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dan dalam pelaksanaan pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur, untuk menjamin bahwa Pemilu dilaksanakan 
sesuai dengan asas-asas konstitusional. Sebaliknya KPU nasional juga dapat 
memberikan sanksi apabila KPU provinsi melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu.  
Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi, 
peran KPU provinsi meliputi semua penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya 
untuk Pemilu DPRD provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 
Bahkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki peran 
yang besar terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau 
pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, KPU provinsi juga memiliki peran dan 
tanggungjawab yang telah ditentukan UU Penyelenggara Pemilu dan UU 
Pemilu di bawah koordinasi KPU.  
Pasca pelaksanaan Pemilu 2009, peran penting KPU provinsi yang 
sudah didepan mata adalah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur 
dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilu bupati/walikota. Peran KPU 
nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah 
hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:  
a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan;  
b. mengoordinasikan dan memantau tahapan;  
c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;  
d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota;  
e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif 
kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang 
sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;    
2.4.3 Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
 Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem 
ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiaban 
sebagai penyelanggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, 
wewenang, kewajiban, Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,yaitu:  
1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam 
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). 
2. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam 
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
3. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam 
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
penyelanggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam melaksanakan 
tugasnya Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan serta dalam penyelengpgaraan seluruh 
tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Komisi Pemilihan Umum 
memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 
Banyak sekali kendala yang dihadapai Komisi Pemilihan Umum dalam 
menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai penyelenggara 
pemilihan umum di Indonesia. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala 
yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yang dialami Komisi Pemilihan 
Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan 
kedudukannnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan 
dasar hukum pembentukannya yaitu pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang tidak 
meyebutkan nama Komisi Pemilihan Umum secara pasti. Hal ini menimbulkan 
kesulitan dan kendala dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemilihan 
Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bentuk 
pertanggugjawaban kepada presiden yang disini berposisi sebagai peserta 
pemilu. 
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan 
pemilihan umum secara berjenjang (Wahidin, 2008:47). Ketentuan yang 
melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB 
Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 
22E ayat (5) menyatakan bahwa” Pemilihan umum diselenggrakan oleh suatu 
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam hal 
ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, 
namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang 
bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam 
kinerjanya.  Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota 
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan 
umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diharapkan akan melahirkan 
kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  merupakan sarana 
perwujudan kedaulatan rakyat daerah, dan dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 
diperlukan adanya penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, 
profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala 
daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik 
tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang di atur dalam 
Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam 
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: 
a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan 
bupati/walikota;  
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja kpu kabupaten/kota, PPK, PPS, 
dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan 
pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi; 
c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  
d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta 
pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;  
e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 
tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan 
pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi;  
f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 
bupati/walikota; 
g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 
disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data 
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih;   
h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 
gubernur dan menyampaikannya kepada kpu provinsi;    
i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;  
j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 
pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan 
suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;  
k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
pemilihan, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;   
l. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil 
pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;  
m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita 
acaranya;  
n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada kpu melalui kpu 
provinsi;  
o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota 
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;   
p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan 
pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan 
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 
pemilihan berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;   
q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas kpu kabupaten/kota 
kepada masyarakat; 
r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 
gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pedoman kpu dan/atau kpu provinsi; 
s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 
bupati/walikota;  
t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada dewan 
perwakilan rakyat daerah provinsi, menteri dalam negeri, 
bupati/walikota, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota; 
dan 
u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu 
provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.5  Kerangka Konseptual 
KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjalankan tugas wewenangnya 
sebagai penyelenggara pemilu di daerah berdasarkan Undang-Undang No. 15 
Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 
tentang penyelenggara pemilihan umum yang berlaku sampai saat ini. Di 
dalam UU tersebut dimuat hal – hal mulai dari asas penyelenggara pemilu, 
peraturan – peraturan mengenai KPU itu sendiri (mulai dari tingkat lokal 
sampai tingkat nasional) dan juga hal – hal lainnya yang bersangkutan dengan 
penyelenggara pemilu di Indonesia. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertugas untuk 
mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk dipersiapkan dalam 
penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, KPU juga memiliki tanggung 
jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam 
pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah 
Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas 
demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum 
maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik 
masyarakatnya. 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 secara 
langsung merupakan wahana dan akses bagi warga masyarakat Kabupaten 
Pinrang untuk membuat keputusan penting serta memahami akan hak-hak 
politik yang dimiliki warganya. 
Implikasi yang mendasar dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
tidak saja pada rakyat yang memilihnya, tetapi juga dalam persoalan tentang 
bagaimana para para kandidat Bupati dan Wakil Bupati itu memberi arti 
terhadap kekuasaan yang sedang mereka perebutkan itu, terlebih juga kepada 
Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dalam 
menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, 
umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. 
Maka Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan 
kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 
semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, 
menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan 
pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasrkan peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam penelitian ini dikaji lebih secara spesifik mengenai tugas dan 
wewenang KPU Kabupaten Pinrang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati tahun 2013 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas 
dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan 
bupati/walikota.  
Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu 





























Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang 





Faktor penghambat:  
 Faktor Internal Dari 
Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) sendiri 
 Kurangnya sinergitas 
antara KPU dan 
Panwaslu 
 Data Penduduk tidak 
valid 
 Masyarakat masih 
terkesan apatis untuk 
mengetahui hal-hal 
teknis pemilihan 
 Kurangnya sosialisasi 
regulasi kepada setiap 
jajaran Penyelanggara 
mulai dari PPK, PPS 
dan KPPS. 






 Perilaku politik peserta 
Pemilu, kandidat-
kandidat dalam Pemilu, 
perilaku dan sikap tim 
sukses; dan 
 Parsitipasi Masyarakat. 
 
Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kab.Pinrang: 
1. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan 
mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan 
pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan 
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU 
Provinsi; [pasal 10 ayat (3) huruf e UU No.15 
tahun 2011] 
2. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data 
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan 
oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan 
bupati/walikota terakhir dan menetapkannya 
sebagai daftar pemilih; [pasal 10 ayat (3) huruf g 
UU No.15 tahun 2011] 
3. Menetapkan dan mengumumkan hasil 
rekapitulasi penghitungan suara pemilihan 
bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil 
penhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah 
Kabupaten/kota yang bersangkutan; [pasal 10 
ayat (3) huruf j  UU No.15 tahun 2011] 
4. Mengenakan sanksi administratif dan/atau 
menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota 
PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang 
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 
terganggunya tahapan penyelenggaraan 
pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu 
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan; [pasal 10 ayat (3) huruf p  
UU No.15 tahun 2011]  
5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau 
yang berkaitan dengan tugas KPU 
Kabupaten/Kota kepada masyarakat; [pasal 10 






3.1 Metode Penelitian  
Agar dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian ini maka 
diperlukan suatu desain penelitian, yang mampu memahami situasi soial 
secara mendalam, menemukan pola,dan sesuai dengan konsidi penelitian 
yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. 
Kompenen yang perlu diperhatikan dalam mengadakan penelitian antara lain : 
3.1.1 Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
penelitian yang  bertujuan  menggambarkan, mendeskripsikan dan 
bermaksud menjelaskan mengenai Implementasi Tugas dan Wewenang 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang  pada Pemilihan Kepala 
Daerah Tahun 2013.  
2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah case study yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau 
proses tertentu secara mendalam dengan memilih data atau ruang lingkup 





3.1.2 Lokasi Penelitian  
Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Pinrang khususnya pada 
lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang sebagai 
Penyelenggara Pemilihan Umum. 
3.1.3 Informan Penelitian 
Informan dari penelitian ini terdiri dari beberapa komponen atau elemen 
yang  memiliki Peran dalam mewujudkan parsitipasi politik masyarakat pada 
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Komisi 
Pemilihan Umum beserta jajarannya.  
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. 
Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan 
tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut 
memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. 
Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Ketua Komisioner Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang  
2. Sekretaris dan 2 orang pegawai KPU Kabupaten Pinrang 
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pinrang 
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wattang Sawitto 
5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Patampanua 
6. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang 
Sawitto 
7. Masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap sebanyak 10 orang. 
3.1.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat 
dipertangggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 
pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap Peran Lembaga Penyelenggara Pemilihan 
Umum dalam mewujudkan parsitipasi politik masyarakat. 
b. Wawancara (Interview), yaitu yeknik pengumpulan data dimana peneliti 
secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah 
ditentukan. 
3. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannnya dengan Implementasi Implementasi 
Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang  
pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013.  
c. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini 
seperti studi kepustakaan diatas. Namun yang akan membedakan hanya 
media tempat pengembilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan 
data online, yakni menggunakan fasilitas internet). 
 
3.1.5  Jenis Data 
Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu: 
1. Data primer 
Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik 
pengumpulan data berupa interview (wawancara) serta melakukan 
observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian. 
2. Data sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-
laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan 
dalam melengkapi data primer penelitian. 
3.1.6  Defenisi Operasional 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini 
maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian 
ini yang dioperasionalkan melaui beberapa indikator sebagai berikut: 
1. Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, 
implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan 
berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau 
program menjadi kenyataan 
2. Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan 
wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam 
suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 
untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, 
visi dan misi suatu organisasi 
3. Pelaksanaan Pemilukada Langsung merupakan sebuah peningkatan 
demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah 
negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang 
menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut 
Winarno (2002: 11) mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara 
langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan 
aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat 
yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif 
yang terpilih”. 
4. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
kabupaten Pinrang sebagai lembaga independen dalam sistem 
ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiaban 
sebagai penyelanggara pemilu di daerah yang disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun 
tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 
pemilihan bupati/walikota diatur dalam Pasal 10 ayat3 
5. Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Pinrang dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil 
bupati, dispesifikasikan dalam beberapa poin berikut yang berdasar pada 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 3: 
 memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih; [pasal 10 ayat (3) huruf g UU 
No.15 tahun 2011] 
 menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi 
persyaratan;[pasal 10 ayat (3) huruf j  UU No.15 tahun 2011] 
 mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 
pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; [pasal 10 ayat (3) 
huruf p  UU No.15 tahun 2011]  
 melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU 
Kabupaten/Kota kepada masyarakat; [pasal 10 ayat (3) huruf q  UU 
No.15 tahun 2011] 
 melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 
bupati/walikota; [pasal 10 ayat (3) huruf s  UU No.15 tahun 2011] 
6. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor pendukung atau penghambat 
Implementasi Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pinrang yang 
datangnya dari lembaga yang bersangkutan maupun masyarakat itu 
sendiri. 
3.1.7 Analisis Data 
Berangkat dari penelitian ini,  untuk menganalisis data yang telah 
dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif,   
yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun 
sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian 
dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. 
Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu 
dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian 
dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Profil Daerah Penelitian 
 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data 
yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya 
mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat 
memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi 
kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek 
penelitian. 
Bab ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah 
Kabupaten Pinrang, dan gambaran umum Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pinrang. Gambaran umum Kabupaten Pinrang  mencakup 
keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten Pinrang. 
Sedangkan gambaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mencakup 
Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, Tugas,Wewenang 
dan Kewajiabn Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang serta struktur organisasi 
Komisioner dan Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Pinrang. 
 
4.1.1 Gambaran umum Kabupaten Pinrang 
4.1.1.1 Keadaan Geografis 
Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebetah 185 km 
utara ibukota Propinsi Sulawesi Setatan, berada pada posisi 3"19'13" sampai 
4'10'30" lintang selatan dan 179"26'44" sampai '119"47'20" bujur timur. Secara 
administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 
65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten 
Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan 
Enrekang, sebelah Barat dengan Propinsi Sulawesi Barat, sebelah Selatan 
dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1. 961 ,77 km2 atau 
sekitar 3,1 persen luas wilayah daratan Sulawesi Selatan dan sangat strategis 
karena merupakan jalur lalu lintas darat yang menghubungkan Propinsi 
Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah melalui 
Kabupaten Mamuju.  
 
Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Pinrang 
 Berdasarkan struktur perekonomiannya Kabupaten Pinrang merupakan 
daerah agraris dengan berbagai potensi pertanian yang dimiliki, dengan rincian 
sebagai berikut :  
Wilayah Daratan  : 1.961,77 Ha, terdiri atas  
Areat Hutan     : 93.360 Ha  (47,59%) 
Areal Sawah   : 48.090 Ha  (24,51%) 
 Areal Perkebunan  : 13.340 Ha  (6,8%) 
 Areal Tambak  : 11.613 Ha  (5,92%) 
Areal Rawa   : 1.205 Ha  (0,61%) 
Areat Kolam   : 160 Ha  (0,08%)  
Areal Padang Rumput: : 6.905 Ha  (3,52%)  
Areal Pemukiman  :  11.167 Ha (5,69%) 
Lain-lain   : 10.337 Ha  (5,27%)  
Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan 
ketinggian 100 - 2000 meter di atas permukaan laut. Iklim Kabupaten ini adalah 
tropis dengan suhu udara rata-rata mencapai 8 ºC dengan curah hujan rata-





Table 4.1  
Kondisi Wilayah Kabupaten Pinrang 
Kecamatan Luas (Ha) Status  
Desa Kelurahan Ketinggian dari 
permukaan laut 
Suppa 7.420 8 2 2 - 265 
Mattiro sompe 9.699 7 2 2 - 12 
Lanrisang 7.301 7 0 2 - 14 
Mattiro bulu 13.249 7 2 12 – 228 
Wattang sawitto 5. 897 0 8 6 – 14 
Paleteang 3.729 0 6 14 - 157 
Tiroang 7.773 0 5 14 - 157 
Patampanua 13.685 6 4 13 - 86 
Cempa 9.030 7 0 2 - 18 
Duampanua 29.186 9 5 2 - 965 
Batulappa 15.899 5 0 20 - 1007 
Lembang 73.309 12 2 2 - 1908 
TOTAL 196.177 68 36  
Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang 
4.1.1.2 Demografi 
Penduduk Kabupaten pinrang berdasarkan data Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Pinrang berjumlah 367.340 jiwa atau sekitar 3,1 % 
Luas Wilayah Daratan Sulawesi Selatan yang tersebar di 12 kecamatan, 
dengan kepadata Penduduk adalah 170 Jiwa per-Km2  yang terdiri dari: 
 Laki-laki   = 189.785 jiwa 
 Perempuan    = 200.362 jiwa 
 Jumlah kepala keluarga  = 130.147 jiwa 
Secara keseluruhan jumlah penduduk yang  berjenis kelamin 
perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-iaki. 
Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100 yakni 
hanya 92,00 persen saja. 
Tabel 4.2 
Daftar Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Pinrang 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang 
Mata pencaharian penduduk Kabupaten Pinrang terdiri dari: 









1. LEMBANG 14 21.294 22.386 43.680 14.104 
2. DUAMPANUA  14 23.771 25.110 48.881 16.369 
3. BATULAPPA 5 5.739 5.869 11.608 3.649 
4. WATTANG SAWITTO 8 25.932 27.482 53.414 18.460 
5. PALETEANG 6 19.868 20.624 40.492 13.969 
6. TIROANG 5 13.308 13.361 26.669 8.242 
7. PATAMPANUA 10 17.156 18.372 35.528 11.922 
8. CEMPA  7 8.978 9.516 18.494 6.211 
9. MATTIRO SOMPE 9 15.035 16.046 31.081 10.353 
10. MATTIRO BULU 9 14.164 15.259 29.423 9.958 
11. SUPPA 10 15.240 16.319 31.559 10.686 
12. LANRISANG 7 9.300 10.018 19.318 6.649 
JUMLAH 104 189.785 200.362 390.147 130.572 
 Petani Nelayan : 9.450 Kk (10,42%) 
 Petani Peternak : 4.745 Kk (5,23%) 
 Pedagang/Pengusaha : 11.576 Kk (12,76%) 
 Jasa : 1.664 Kk (1,83%) 
 Dan lainnya : 1.019 Kk (1,12%) 
4.1.1.3 Visi dan Misi  
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang 
yang merupakan rencana Tahap pertama (2009-2014) dari Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2009 - 2029), diindikasikan 
sebagai tahap peletakan dan penguatan dasar - dasar menuju kemandirian 
daerah yang bertumpu pada kemampuan bidang pertanian dalam arti luas. 
Rencana tahap pertama ini, dapat dikatagorikan sebagai Tahap Konsolidasi 
yang menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan 
yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang 
muncul di masa yang akan datang.  
Pada sisi lain,berbagai isu Nasional dan Daerah, yang berimplikasi pada 
isu daerah Kabupaten Pinrang, seperti kesejahteraan masyarakat, 
pemerataan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan, peluang kerja, 
perkembangan kawasan cepat tumbuh, pengembangang kawasan pantai, 
lingkungan hidup, perbaikan pendidikan, kualitas kesehatan, perbaikan gizi, 
kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, dll, perlu mendapat 
perhatian serta antisipasi bersama, yang kesemuanya perlu didukung oleh 
para pelaku pembangunan di kabupaten Pinrang. Sebagaimana diketahui 
bahwa pernyataan Visi Jangka Panjang Kabupaten Pinrang adalah:  
“Terwujudnya Masyarakat Pinrang Yang Maju, Dinamis, Dan Mandiri 
Dengan Pengembangan Agribisnis Dan Agroindustri Yang Berwawasan 
Lingkungan” 
 Terkait Dengan Visi Jangka Panjang diatas serta dengan 
mempertimbangkan potensi, kondisi, aspirasi dan cita-cita masyarakat , 
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pinrang, serta 
mempertimbangkan kearifan lokaI yang berkembang dalam masyarakat, maka 
visi yang hendak diwujudkan melalui pencapaian target strategis datam 5 
(tima) tahun mendatang, dirumuskan kedalam Visi : 
 "Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program 
Pembangunan Pro Rakyat menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan Yang 
Didukung OIeh Penerapan Prinsip Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang 
Baik (Good Governance)"  
Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut, terintegrasi dengan Visi 
pembangunan Nasional dan bagian integral dari Visi pembangunan Propinsi 
Sulawesi Setatan, didasarkan pada perubahan paradigma serta kondisi yang 
ada, memerlukan keterukuran dan komitmen berketanjutan. Harapan tersebut, 
menuntut adanya Akselerasi pencapaian Visi kedepan , yang diharapkan dapat 
lebih berperan dalam percepatan perkembangan internal wilayah .  
Berkaitan dengan permasalahan, peluang dan kondisi obyektif 
perkembangan daerah kedepan, maka untuk mewujudkan visi pembangunan 
kabupaten pinrang, secara garis besar diformutasikan kedalam3 (tiga) kluster 
rumusan misi , yaitu kluster misi bidang pemerintahan, bidang pembangunan , 
dan bidang kemasyarakatan. dengan demikian, rincian formulasi - tujuan - 
sasaran pencapaian ktuster misi untuk mewujudkan visi jangka menengah ini, 
diuraikan sebagai berikut: 
A. Bidang Pemerintahan 
1. Mengoptimatkan fungsi kelembagaan pemerintahan dan mendorong 
terciptanya sinergi antar lnstansi guna meningkatkan efektifitas kinerja 
birokrasi datam memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan 
yang selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat dan 
kelayakan potensi. 
2. Memaksimalkan tanggung jawab, membenahi sistem tata ketola jasa 
pelayanan publik dan distribusi kewenangan institusi pemerintah daerah 
di setiap jenjang/tingkatan pemerintahan dalam proses ,perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan secara 
transparan dan akuntabel. 
3. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sdm aparatur 
pemerintahan dalam rangka peningkatan mutu kinerja aparatur yang 
mampu mengetola program pembangunan berorientasi pelayanan 
publik. 
4. Menyelaraskan program pembangunan daerah dengan program 
regional provinsi sulawesi selatan berdasarkan prinsip koneksitas dan 
sinergi kebijakan. 
B. Bidang Pembangunan 
1. Meningkatkan daya jangkau dan mutu infrastruktur transportasi untuk 
membuka lsolasi daerah, memperlancar arus barang dan jasa, serta 
mendukung moblitas masyarakat dan kelangsungan pembangunan 
pusat - pusat pembangunan sumber daya perekonomian daerah yang 
berbasis masyarakat. 
2. Merevitalisasi jasa layanan teknis penyediaan prasarana yang memadai 
utuk mendukung pembangunan sumber daya ekonomi masyarakat. 
3. Meningkatkan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian, 
perkebunan, kehutanan, dan perikanan/ketautan dengan 
mengedepankan penerapan teknologi dan manajemen yang tepat yang 
berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. 
4. Memantapkan mata rantai dan mekanisme produksi hulu-hilir dalam 
pengelolaan sumber daya perekonomian masyarakat dengan 
mendorong terciptanya lklim yang mendukung dan memiliki daya tarik 
bagi tumbuhnya lnvestasi dan pengembangan dunia usaha. 
5. Menumbuh kembangkan usaha kecil menengah non pertanian metatui 
pembinaan dan pendampingan lntensif serta penerapan prinsip - prinsip 
kewirausahaan sebagai upaya penyediaan kesempatan kerja serta 
jaminan kepastian usaha bagi masyarakat. 
6. Mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan sumber - sumber 
pad sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk 
pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah sebesar minimal 5 % rata-
rata pertahun. 
7. Meningkatkan akses masyarakat , khususnya masyarakat yang kurang 
mampu terhadap layanan pendidikan berkualitas dari semua jenjang 
pendidikan sd, sltp, dan slta seiring dengan peningkatan mutu dan 
kesejahteraan guru. 
8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang 
memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan, utamanya bagi 
kelompok masyarakat yang yang kurang mampu. 
9. Meningkatkan keseimbangan fungsi spasial dalam berbagai program 
pembangunan termasuk didalamnya peningkatan kualitas lingkungan 
pemukiman dan optimalisasi pemanfaatan ruang, lahan, serta 
keseimbangan ekosistem linkungan hidup. 
C. Bidang Kemasyarakatan  
1. Mengupayakan tumbuhnya nilai-nilai solidaritas sosial serta menjadikan 
nilai-nilai agama sebagai nilai utama datam penciptaan moralitas dan 
akhlak masyarakat sehingga tercipta tatanan masyarakat pinrang yang 
rukun, saling menghormati, aman dan damai. 
2. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan terhadap hukum 
dan ham bagi semua lapisan masyarakat dan menghormati serta 
menjunjung tinggi supremasi hukum. 
3. Penciptaan alam keterbukaan diberbagai bidang pekerjaan dan 
menumbuhkan lklim demokrasi, menumbuh kembangkan gairah 
partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta 
dalam setiap aktivitas publik. 
4. Mendukung peran lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga 
sosial (LSM/LPSM), lembaga-lembaga kemasyarakatan dan organisasi 
kepemudaan datam kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip kemitraan dan partisipasi publik. 
4.1.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 
Pinrang. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang adalah lembaga 
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.  Seperti 
halnya Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, KPU Kabupaten Pinrang 
sebagai penyelenggara Pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di 
Kabupaten Pinrang dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan 
berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan 
Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah 
menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), serta  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang 
diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.  
Disamping tugas tersebut juga  melaksanakan  penyelenggaraan 
Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil 
Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut 
KPU dibantu Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang. 
4.1.2.1 Visi dan Misi KPU  
VISI 
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 
Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan 
akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
MISI  
 Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 
Pemilihan Umum; 
 Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 
akuntabel, edukatif dan beradab; 
 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, 
efisien dan efektif;  
 Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil 
dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara 
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
 Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 
demokratis.  
4.1.2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiaban Sekretariat KPU Kabupaten 
Pinrang 
Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang dipimpin oleh seorang Sekretaris 
KPU Kabupaten.  Sementara sekretariat KPU Kabupaten Pinrang bertugas:  
a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;   
b. memberikan dukungan teknis administratif; 
c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam 
menyelenggarakan Pemilu; 
d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, serta pemilihan gubernur;    
e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 
Kabupaten/Kota;  
f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan 
bupati/walikota;  
g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan  
h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
 Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang berwenang:  
a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 
pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;   
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
dan  
c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian 
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.   
Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang berkewajiban:  
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;  
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan  
c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.  
Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang bertanggung jawab 
dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
4.1.2.3 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Pinrang 
Organisasi merupakan sebuah perangkat yang terdiri atas sekelompok 
orang pemegang posisi yang harus dikordinasikan, tersusun dari sejumlah 
subsistem yang saling berhubungan dan bergantung, bekerjasama atas dasr 
pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang 
hendak dicapai. Sehubungan dengan itu, maka perlunya struktur dalam suatu 
organisasi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan tiap-
tiap personil dalam organisasi, tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta 
wewenang dan tanggung jawabnya. 
Struktur oraganisasi walaupun hanya menyajikan kerangka bangunan 
organisasi, tetapi merupakan suatu subsistem penting sistem organisasi 
formal. Strutur organisasi disusun adalah untuk membantu pencapaian tujuan 
sebuah organisasi dengan lebih efektif. Tujuan organisasi tersebut akan 
menentukan struktur organisasinya. Jadi struktur organisasi merupakan suatu 
kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk pencapaian 
tujuan organisasi, hubungan antar fungsi serta wewenang dan tanggung 
jawabnya. Disamping itu struktur organisasi juga mencerminkan mekanisme-
mekanisme formal pada pengelolaan organisasi. 
Berdasarkan UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Pasal 55 disebutkan “Untuk mendukung kelancaran tugas 
dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk 
Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota”. Dalam kesehariannya Komisioner dibantu oleh 
sekretariat  yang berasal dari unsur PNS dari tingkat sekretariat KPU 
Kabupaten, Provinsi dan Pusat secara hierarkis, masing-masing sekretariat ini 
dinahkodai oleh seorang Sekretaris.  
Untuk menjadi Sekjend KPU mekanismenya diusulkan oleh Komisioner 
sebanyak 3 orang kepada Presiden setelah berkonsultasi dengan pemerintah 
dan akhirnya presiden akan memutuskan 1 (satu) nama melalui (Kepres) 
Keputusan Presiden, sedangkan untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota 
diusulkan oleh KPU Provinsi, kabupaten/kota kepada Sekretaris Jenderal KPU 
sebanyaN 3 (tiga) orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah 
Daerah  kemudian Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris 
KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon, dan selanjutnya ditetapkan dengan 
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU . meskipun masing masing sekretaris 
bertanggung jawab kepada komisioner, akan tetapi diharamkan bagi 
komisioner untuk terjun dalam hal administrasi keuangan, pengadaaan barang 
dan jasa serta masalah kepegawaian yang memang telah diatur berdasarkan 
peraturan perundang undangan. 
Adapun struktur organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Pinrang terdiri atas: 
Gambar 4.2 









4.1.2.4 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
kabupaten Pinrang 
Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang dipimpin oleh seorang Sekretaris 
KPU Kabupaten. Dimana tugas dan fungsinya adalah: 
d. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; 
e. Memberikan dukungan teknis administratif; 
f. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam 
menyelenggarakan pemilu; 
KETUA 
Mansyur Hendrik , S.S., M.Si. 
 
Div. Umum, Rumah Tangga, 



















Keuangan, & Logistik 
 
ANGGOTA 
Rustam Badmant, S.Pd. 
 




g. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Provinsi / Kabupaten / Kota; 
h. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 
Kabupaten / Kota; 
i. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota; 
j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 
pertanggungjawaban KPU Kbaupten / Kota; 
k. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 
Sementara dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten 
Pinrang dibantu oleh beberapa sub bagian, yaitu:   
1. Sub bagian program & data: Mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, 
program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu; 
2. Sub bagian teknis & hupmas: Mengumpulkan data dan mengolah bahan 
teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi 
pergantian antara waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota, pengisian 
keanggotaan DPRD Kabupaten / Kota yang dibentuk setelah pemilu 
anggota DPR, DPD, dan DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan 
pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD provinsi, 
dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluh, bantuan, 
kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta 
pendidikan pemilih. 
3. Sub bagian hukum: Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan 
penyelesaian sengketa hukum, penyuluh peraturan yang berkaitan dengan 
pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual beserta pemilu, serta administrasi 
keuangan, dan dana kampanye 
4. Sub bagian keuangan, umum, & logistik: Mengumpulkan dan mengolah 
bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan 
pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, 
keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan 
DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, Kepegawaian, serta dokumentasi. 
Adapun struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) 












































4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Pemilukada) adalah sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya 
pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi 
representasi dari rakyat didaerah, karena pemilukada merupakan suatu 
rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat 
didaerah, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan 
(policy). Memperhatikan hal tersebut berarti pemilukada adalah merupakan 
conditio sine quanon bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat 
memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus merupakan suatu 
rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi 
masyarakat.  
Selanjutnya untuk melaksanakan pemilukada tersebut tidak dapat 
dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri 
yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPU) Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dan mempunyai peranan 
sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), 
merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan 
umum, maupun pemilihan Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan 
Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang bertugas untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, 
merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. 
Sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan 
Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum dan 
Pemilihan Kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. 
Atas dasar itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan 
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanan Pemilihan Kepala 
Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat 
berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat 
keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala 
daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.   
Kabupaten pinrang sendiri, baru-baru ini telah melaksanakan pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU sebagai pihak penyelenggara 
sangat memiliki peran yang urgen dalam melaksanakan proses Pemilukada di 
Kabupaten Pinrang. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2011, Pasal 10 ayat 3, KPU memliliki tugas dan wewenang yang 
dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kinerjanya dalam penyelenggaraan 
Pemilukada. Pasca berlangsungnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah di Kabupaten Pinrang, KPU tentu menjadi soroton publik sebagai pihak 
penyelenggara. Tidak terkecuali Kabupeten Pinrang yang telah 
menyelanggarakan Pemilukada, berbagai permasalahan tidak dapat dipungkiri 
selama dan setelah proses pemilihan berlangsung, terkhusus pula pada sisi 
internal KPU itu sendiri. 
Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Pinrang untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas 
dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupeten Pinrang pada 
Pemilukada tahun 2013 yang lalu serta faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dalam hal ini faktor 
pendukung dan faktor penghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten Pinrang dalam penyelenggaraan proses Pemilukada. 
4.2.1 Implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupeten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013 
4.2.1.1 Tahap Persiapan 
 Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 secara langsung 
merupakan wahana dan akses bagi masyarakat Kabupaten Pinrang untuk 
membuat keputusan penting serta memahami akan hak-hak politik yang 
dimilikinya.  
 Hajat yang paling utama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang tahun 2013 ini adalah harapan agar demokrasi dan kedaulatan yang 
dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Pinrang akan memiliki arti yang 
lebih bermakna, karena masyarakat tidak saja memilih wakil mereka di DPRD 
di Kebupaten Pinrang, tapi juga pemimipinnnya di daerahnya untuk membuat 
hubungan di antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki 
mandat yang lebih kuat.  
Pada awalnya pemilihan secara langsung oleh rakyat hanya bertumpu 
pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun dalam 
perkembangannya pemilihan secara langsung juga diperuntukkan untuk 
memlilih Bupati dan Wakil Bupati pasca amandemen UUD 1945 dan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan 
Bupati dan wakil Bupati secara langsung sebagai sebuah proses menuju 
terselanggaranya demokrasi yang sempurna, karena legitimasi rakyat semakin 
diperkuat serta rakyat harus diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-
luasnya dalam menyalurkan hak politiknya. 
Namun demikian, Pemilihan Bupati dn Wakil Bupati secara langsung 
juga diharapkan sebagai deasin kelembagaan untuk memepercepat proses 
demokrasi di daerah dengan melihat realitas bahwa penguatan parlemen 
(DPR) tidak bisa meningkatkan kualiatas demokrasi secara substansial dan 
menuai kritik karena penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
selain mendatangkan manfaat bagi masyarakat juga menimbulkan banyak 
konflik dan demokrasi dianggap sebagai penguatan modal. 
Terlepas dari kritik dan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
dan rahasia diharapkan mampu meredam gejolak kritikan dan peningkatan 
kualitas demokrasi yang sesungguhnya serta melahirkan pemimpin sesuai 
dengan harapan masyarakat di daerah. 
Implikasi mendasar dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak 
saja pada rakyat yang memilihnya, tetapi juga dalam persoalan tentang 
bagaimana para kandidat Bupati dan Wakil Bupati memberi arti terhadap 
kekuasaan yang sedang mereka perebutkan, terlebih juga kepada Komisi 
Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan menyelenggarakan 
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara Langsung, Umum, Bebas dan 
Rahasia serta Jujur dan Adil ( LUBER JURDIL).  
Maka Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan 
kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 
semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, 
menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan 
pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasrkan peraturan 
perundang-undangan. 
Oleh karena itu, berikut Berbagai peraturan yang ditetapkan KPU 
Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut:  
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013; 
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
02/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 2013; 
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
03/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Pinrang Tahun 2013; 
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
04/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan 
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas 
Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 
2013; 
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
05/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013; 
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Pada Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013; 
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan 
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang 
Tahun 2013; 
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
09/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah 
Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Tahapan 
Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
10.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
11.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
11/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan 
Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
12/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013; 
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
13/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang bentuk format kartu pemilih yang digunakan dalam Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
14/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 2013; 
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
15/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
16/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 01 Juli 2013 tentang 
Tata Cara Pensortiran Dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan 
Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
17/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Tata Cara Pendistribusian Perlengakapan Pemungutan Suara 
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 01 Juli 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di 
Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013; 
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
20/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 01 Juli 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh PPS, 
PPK, KPU Kab. Pinrang Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, 
Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013; 
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
21/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dalam Pemilihan 
Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
22/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 
tentang Penetapan Standar Belanja Sewa Perlengkapan Kebutuhan Dalam 
Penyelenggaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
24/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang 
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana 
Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati 
Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
25/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 04 Juni 2013 tentang 
perubahan atas keputusan KPU Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-
Kab/025.433371/II/2013 Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggraan 
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
26/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 11 Juni 2013 tentang 
Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang 
Periode 2014-2019; 
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
27/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 18 Juni 2013  tetnag 
Tata Cara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil 
Bupati Pinrang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 
2013; 
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
28/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 19 Juni 2013  
tentang Penetapan Nomor Urut Pasanagn Calon Bupati Dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013; 
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
29/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 19 Juni 2013 tentang 
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Pasangan 
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
30/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 01 Juli 2013 tentang 
Bentuk Surat Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
31/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 19 Juni 2013 tentang 
Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013; 
30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
33/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 24 September 2013 
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pinrang 
Tahun 2013; 
A. Sosialisai  
Sosialisasi pemilukan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam membangun 
kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, 
tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya 
dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk 
berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan 
partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Seperti 
yang dijelaskan oleh Ketua Komisioner KPU Kabupaten Pinrang, Bapak 
Mansyur Hendrik, S.S. M.Si. 
“Kegiatan sosialisasi sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat untuk memahami 
hakikat parsitipasi pemilih yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
kesadaran dan parsitipasi masyarakat, khususnya dalam menggunakan 
hak pilihnya. Hanya saja masyarakat kita sekarang tidak begitu 
memeperhatikan itu, jadinya Golput menjadi pilihan” (Wawancara 
Tanggal 27 Januari 2013, pukul 12.05 Wita) 
 
Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyeleggaraan Pemilihan 
Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu 
Komisi Pemilihan Urnum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 
Tugas pokok dan wewenang KPU adalah: Menyelenggarakan Pemilu Anggota 
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota; Menyelenggarakan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Menyelenggarakan Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Salah satu tugas penting dalam 
penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah melaksanakan penyampaian 
informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat luas.  
 Selain itu, menurut Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga 
penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.  
Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2013, 
berbagai macam kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan antara lain: 
1. Sosialisasi informasi dan penididikan pemilih kepada tokoh masyarakat, 
tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. 
2. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula 
dangan format “Go to School”  
3. Sosialisasi keliling / sosialisasi mobile. 
4. Sosialisasi melalui media cetak (media partner: Pare Pos) 
5. Sosliasasi melalui media elektronik (media partner: Radio Susia Fm, dan 
Tv Kabel Eka Disc) 
6. Sosialisasi melalui Baliho,pamflet dan stiker pada setiap kecamatan dan 
desa 
Kegiatan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda dilaksanakan 
di Kantor Camat Paleteang pada tanggal 03 September 2013 dengan jumlah 
peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang. 
Sementara itu, kegiatan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih 
kepada Pemilih Pemula dilaksanakan selama 5 (lima hari) di berbagai 
SLTA/SMA/SMK sederajat se-Kebupaten Pinrang. Adapun jadwal 
pelaksanaan kegiatan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada 
Pemilih Pemula dapat dilihat pada table berikut ini: 
Tabel 4.3 
Jadwal Pelaksanaan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih pemula 
pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun 2013 
 
Sumber: Data sekunder dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
 Untuk pelaksanaan sosialisasi keliling / sosialisasi mobile dilaksanakan 
selama 3 (tiga hari) yang dimulai pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 s/d 
hari Jum’at, 30 Agustus 2013 pukul 08.00 Wita s/d 16.00 Wita. 
Pelaksanaan sosialisasi keliling dibagi menjadi 4 zona yakni: 
 Zona I  : Kec. Lembang, Duampanua, dan Batulappa; 
 Zona II : Kec. Patampanua, Cempa dan Mattiro Sompe; 
 Zona III : Kec. Wattang Sawitto, Paleteang, dan Toroang; 
NO HARI/TANGGAL JAM TEMPAT PESERTA KET 
1 Jum’at,30 Agst. 
2013 
07.15-09.00 SMAN 1 Pinrang Guru, Tata Usaha, dan 
Pelajar SMAN 1 Pinrang 
 
2 Selasa, 03 Sept. 
2013 
07.15-09.00 MAN Pinrang Guru, Tata Usaha, dan 
Pelajar SMAN 1 Pinrang 
 
3 Kamis, 05 Sept. 
2013 
07.15-09.00 SMAN 1 Suppa Guru, Tata Usaha, dan 
Pelajar SMAN 1 Pinrang 
 
4 Jum’at, 06 Sept. 
2013 
07.15-09.00 SMAN 1 Duampanua Guru, Tata Usaha, dan 
Pelajar SMAN 1 Pinrang 
 
5 Sabtu, 07 Sept. 
2013 
07.15-09.00 SMAN 1 Lanrisang Guru, Tata Usaha, dan 
Pelajar SMAN 1 Pinrang 
 
 Zona IV : Kec. Mattiro Bulu, Suppa, dan Lanrisang. 
Peserta pada kegiatan sosialisasi ini antara lain PPK dan PPS, 
Lembaga/Instansi, stakeholder Pemilu, masyarakat, tokoh pemuda, Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi keliling 
tersebut.Adapun susunan tim kerja dalam pelaksanaan soialisasi ini dapat 
diliha pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.4 
Susunan tim kerja sosialisasi keliling Pemilukada Kab.Pinrang Tahun 2013 
NO  NAMA  JABATAN  TIM WILAYAH / ZONA 
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Sumber : Data sekunder dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
Kemudian peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampian 
informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, 
hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah 
dan wakil kepala daerah. Berdasarkan keterangan salah seorang Pemilih 
dalam memandang efektifitas dan efesiensi sosialisasi Pemilukada oleh pihak 
KPU sudah cukup baik namun masyarakat sendiri yang kurang memiliki 
keasadaran secara penuh untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti yang 
dijelaskan Bapak Ilham berikut: 
”Kalau masalah sosialisasi oleh pihak KPU sebanarnya sudah cukup 
baik apa lagi dibantu dengan usaha pasangan calon, yaa...namun 
sebagian masyarakat yang memang acuh dengan adanya pemilihan 
kepala daerah, mereka tidak memiliki sikap politik yang jelas, nah.. 
mungkin saja ini karena kepercayaan masyarakat sudah mulai 
berkurang dan masuk ke bilik dianggap tidak berpengaruh lagi.” 
((Wawancara tanggal 29 Januari 2014 pukul 10.35 WITA) 
 
Meskipun demikian setelah diadakannya pemilihan dengan melihat 
landasan normatif dalam rangka pelaksanaan sosialiasi pemilihan umum yang 
dilakukan di Kabupaten Pinrang yang merupakan salah satu daerah yang baru 
menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 
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Plt. Teknis Pemilu 
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jumlah pemilih dari data yang berhasil dihimpun sebesar 79.92% (DPT 
244.280).  
Tabel 4.5 Daftar Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Persentase Pemilih Yang 
Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati 
















1 2 3 4 5 6 7 
1 Lembang  27.183 20.209 20.068 141 74,34% 
2 Duampanua  30.069 23.181 23.052 129 77,09% 
3 Batulappa  6.727 5.090 5.059 31 75,67% 
4 Wattang Sawitto 34.250 28.059 27.925 134 81,92% 
5 Paleteang  24.589 19.644 19.532 112 79,89% 
6 Tiroang  15.254 11.908 11.861 47 78,06% 
7 Patampanua  20.983 16.758 16.648 110 79,89% 
8 Cempa 11.587 9.895 9.833 62 85,40% 
9 Mattiro Sompe 20.626 16.136 16.053 85 78,23% 
10 Mattiro Bulu 19.794 16.564 16.483 81 83,68% 
11 Lanrisang  12.749 10.681 10.631 50 83,78% 
12 Suppa  20.469 17.095 16.994 101 83,53% 
 JUMLAH 244.280 195.222 194.193 1.083 79, 92% 
Sumber : Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
Selain itu pula di dalam pelaksanaannya adanya fenomena mengenai 
jumlah surat suara tidak sah yang cukup banyak yaitu 1.083 surat suara. 
Fenomena ini juga merupakan salah satu kelemahan KPU dalam melakukan 
sosialisasinya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 
masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan 
hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Disamping 
itu juga dapat dilihat surat suara tidak sah yang dilihat berdasarkan kecamatan, 
dimana dikenal masing-masing kecamatan merupakan basis dari pasangan 
calon. Kemudian dapat diketahui dari data bahwa terdapat pemilih tetap yang 
tidak menggunakan haknya sebagai pemilih dalam pemilukada Kabupaten 
PinrangTahun 2013. Hal ini tentu dipenguruhi oleh beberapa faktor.  
Seperti yang diungkapkan oleh Ruslan, SH.  selaku Ketua Panwaslu  
Kabupaten Pinrang: 
“Pada dasarnya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 
oleh KPU  masih kurang efektif dikarenakan angka suara tidak sah 
masih cukup banyak, hal ini mengingat masih kurang maksimalnya 
metode pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPU dan 
hal ini tentu berkaitan pula dengan sosialisasi tata cara teknis kepada 
pemilih. Dan yang paling signifikan pengaruhnya adalah persentase 
pemilih pemula yang tingkat parsitipatifnya masih kurang pada 
pemilukada tahun 2013,padahal terdapat sekitar 22 % jumlah pemilih 
pemula”. (Wawancara tanggal 02 Februari 2014 pukul 11.56 WITA) 
 
Dari fakta tentang sosialisasi Pemilukada di Kabupaten Pinrang yang 
dilaksanakan oleh KPU terindikasi kurang berjalan sebagaimana mestinya, 
walaupun jika dibandingkan pada Pemilukada sebelumnya, parsitipasi pemilih 
cenderung meningkat. 
B. Anggaran  
Biaya penyelenggraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 
Tahun 2013 bersumber dari Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Tahun 2013. Jumlah anggaran 
Penyelenggraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang 
direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang sebesar 18.500.000.000,- 
(Delapan belas milyar lima ratus juta rupiah). 
Jumlah anggaran tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah (NPHD) No. 270/1646/III/KPU/2013 dan No. 002/SPK/Pilbup/2013 
tanggal 04 April 2013 dangan nilai sebesar 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar 
Rupiah) serta Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) No. 862/5194/Setda/2013 
tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar 6.500.000.000,- (Enam 
milyar lima ratus juta rupiah). 
Daftar jumlah anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 2013 dapat dilhat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 4.6  
Daftar jumlah anggaran penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil 
bupati pinrang tahun 2013 







2 862/5194/Setda/2013 11 Sept. 
2013 
6.500.000.000,-  
 Jumlah  18.500.000.000,-  
Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
Berdasarkan surat KPU Kab. Pinrang Nomor : 
051/Pilbup/KPU.PG/025.433371/VI/2013 tanggal 5 April 2013 perihal 
permohonan pencairan tahap I (pertama) anggran Pemilihan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang 2013, maka Pemerintah Kab. 
Pinrang mencairkan anggran tahap I sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar 
dua ratus juta rupiah). Anggran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 
kegiatan operasional KPU Kab. Pinrang seperti belanja honor penyelenggara 
(KPU, PPK, dan PPS beserta seluruh staf sekretariat KPU, PPK, dan PPS), 
ATK dan belanja operasional lainnya. 
Pencairan anggaran tahap II diusulkan melalui surat Nomor : 
198/Pilbup/KPU.PG/025.433371/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal  
Permohonan Pencairan Tahap II (kedua) Anggaran Pemilihan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang 2013, dengan jumlah sebesar 
7.275.985.875,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus 
delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Anggaran 
tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan perasional KPU Kab. 
Pinrang seperti belanja honor penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS dan KPPS 
beserta seluruh staf sekretariat KPU, PPK, dan PPS) ATK dan belanja 
operasional lainnya. 
Sementara itu, anggaran tahap II dicairkan berdasarkan surat KPU Kab. 
Pinrang Nomor : 259/Pilbup/KPU.PG/ 025.433371/IX/2013 Tanggal 25 
September 2013 perihal Permohonan Pencairan Tahap III (Ketiga) Anggaran 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang 
2013,dengan jumlah anggran sebesar 2.799.783.100,- (Dua milyar tujuh ratus 
sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) 
yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan opersional KPU Kab. Pinrang 
seperti pencetakan surat suara, pengadaan kelengkapan TPS, belanja honor 
penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS dan KPPS beserta seluruh staf 
sekretariat KPU, PPK, dan PPS) ATK dan belanja operasional lainnya. 
C. Program, Tahapan, dan Jadwal 
Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 
Tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Pinrang Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 
Tanggal 15 Februari 2013 tentang Program, Tahapan, dan Jadwal Waktu 
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013. 
Adapun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:  
1. Tahapan Persiapan Tanggal 20 Januari s/d 23 April 2013; 
2. Tahapan Pelaksanaan Tanggal 22 Februari 2013 s/d 24 September 
2013; 
3. Tahapan Penyelesaian Tanggal 25 September 2013 s/d 28 Januari 
2014; 
Sedangkan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 2013 Putaran Kedua, secara garis besar dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Tahapan Persiapan Tanggal 27 Septemberr 2013 s/d 29 Oktober 
2013; 
b. Tahapan Pelaksanaan Tanggal 02 Oktober 2013 s/d November 
2013; 
c. Tahapan Penyelesaian Tanggal 06 November 2013 s/d 28 Januari 
2014 
Namun demikian, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013 hanya berlansung 1 (satu) putaran, sehingga putaran II 
(kedua) tidak dilaksanakan. 
D. Pembentukan Badan Penyelenggara 
Pada tahap ini KPU memaksimalkan perekrutan untuk para 
penyelenggara tingkat bawah karena merupakan pilar utama yang 
mengendalikan jalannya demokrasi, seperti yang dipaparkan Kasubag Teknis 
dan Hupmas, Bapak Masmuda, S.Sos., M.Si : 
“Pada tahap perekrutan penyelenggara tingkat bawah, yaitu PPK, PPS, 
dan KPPS, pihak KPU berusaha untuk memaksimalkan penyaringan, 
mengingat karena semua penyelenggara yang dibawahi KPU tersebut 
merupakan gerbang utama yang mengawasi dan mengendalikan jalan 
Pemilukada. Apalagi yang mereka yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat di lapangan pada saat pemilihan. Jadi, orang-orang yang 
lolos pada tahap perekrutan dianggap mampu mengawal jalannnya 
Pemilukada”(Wawancara tanggal 13 Januari 2014, pukul 10.50 Wita) 
 
Maka tahapan pelaksanaan rekriutmen PPK, PPS, PPDP dan KPPS 
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 
a. Seleksi Administrasi, Tes Tertulis dan Wawancara 
Pelaksanaan rekruitmen anggota PPK diawali dengan Pengambilan 
formulir/pendaftaran, penyerahan berkas pendaftaran, seleksi 
administrasi dan wawancara dengan jadwal sebagai berikut:  
 Pengambilan formulir/pendaftaran dilaksanakan tanggal 21 s/d 26 
Februari 2013 diikuti sebanyak 120 orang calon peserta;  
 Penyerahan berkas pendaftaran dilaksanakan tanggal 21 s/d 26 
Februari 2013 diikuti sebanyak 96 orang calon peserta. Sebanyak 
96 orang menyerahkan berkasnya dan resmi di daftar sebagai bakal 
calon anggota PPK; 
 Seleksi administrasi dilaksanakan tanggal 26 s/d 27 Februari 2013. 
Dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Ketua, Anggota 
dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) hari, 
sebanyak 96 orang peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. 
 Seleksi tes tertulis dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Pinrang pada 
tanggal 02 Maret 2013 dan dinyatakan tidak lulus sebanyak 95 orang 
peserta, 1 orang peserta dinyatakan tidak lulus karena tidak 
mengikuti tes tertulis. 
 Wawancara dilaksanakan tanggal 05 s/d 12 Maret 2013. Proses 
wawancara dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten 
Pinrang. Wawancara dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten 
Pinrang mulai pukul 08.30 s/d 16.00 Wita. 
 
Tabel 4.7 Daftar jumlah peserta seleksi calon anggota PPK Kab. 
Pinrang Pemilihan Bupati dan wakil bupati pinrang tahun 2013 
Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
b. Penetapan Calon Terpilih 
Setelah melakukan tes wawancara selama 7 (tujuh) hari 
terhadap 95 orang anggota PPK, maka berdasarkan hasil rapat pleno 
KPU Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2013 yang dituangkan dalm 
berita acara rapat pleno Nomor 007/KPU.PG/BA.Pilbup/III/2013, maka 
sebanyak 60 orang calon anggota PPK dinyatakan memenuhi syarat 
dan lulus sebagai calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan 




















1 Lembang  7 7 7 4 1 5 
2 Duampanua  9 9 9 5 - 5 
3 Batulappa  7 7 7 5 - 5 
4 Patampanua 6 6 6 4 1 5 
5 Mattiro Sompe 7 7 7 4 1 5 
6 Cempa  7 7 7 4 1 5 
7 Wattang Sawitto 14 14 14 4 1 5 
8 Paleteang 9 9 9 4 1 5 
9 Tiroang 10 10 10 4 1 5 
10 Mattiro Bulu  8 7 7 4 1 5 
11 S u p p a 6 6 6 4 1 5 
12 Lanrisang 6 6 6 5 - 5 
 Jumlah 96 95 95 51 9 60 
2. Rekruitmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
a. Seleksi Administrasi dan Wawancara 
Seperti halnya dengan pelaksanaan rekruitmen PPK, maka 
pelaksanaan rekriutmen anggota PPS juga diawali dengan 
pengambilan formulir/pendaftaran, penyerahan berkas pendaftaran, 
seleksi administrasi dan wawancara dengan jadwal sebagai berikut: 
 Pengambilan formulir/pendaftaran dilaksanakan tanggal 21 s/d 28 
Februari diikuti sebanyak 565 orang peserta; 
 Penyerahan berkas pendaftaran dilaksanakan tanggal 21 s/d 28 
Februari. Sebanyak 440 orang menyerahkan berkasnya dan resmi 
didaftar sebagai bakal anngota PPS; 
 Seleksi administrasi dilaksanakan tanggal 01 s/d 03 Maret 2013. 
Dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Ketua, Anggota, 
dan Staf sekretariat KPU Kab. Pinrang selama 3 (tiga) hari, 
sebanyak 410 orang peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. 
 Wawancara dilksanakan tanggal 05 s/d 14 Maret 2013. Proses 
seleksi wawancara diikuti oleh 410 orang peserta dan dilaksanakan 
oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Pinrang dalam bentuk interview 
sesuai  dengan koordinator wilayahnya masing-masing. Wawancara 
dilaksanakan di kantor KPU Kab. Pinrang mulai pukul 08.30 s/d 
16.00 Wita. 
Tabel 4.8 Daftar jumlah peserta seleksi calon anggota PPS Kab. 
Pinrang Pemilihan Bupati dan wakil bupati pinrang tahun 2013 
 
Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
b. Penetapan Calon Terpilih 
Setelah melakukan tes wawancara selama 10 (sepuluh) hari 
terhadap 410 orang calon anggota PPS, maka berdasarkan hasil rapat 
pleno KPU Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2013 yang dituangkan 
dalam berita acara rapat pleno Nomor : 
007/KPU.PG/BA.Pilbup/III/2013, maka sebanyak 312 orang calon 
anggota PPS dinyatakan memenuhi syarat dan lulus sebagai calon 
anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013. 
Perbandingan dan komposisi jumlah pendaftar calon anggota PPK 
dan PPS mulai pada saat pengambilan formulir sampai pada hasil tes 





















1 Lembang  14 48 7 7 4 1 5 
2 Duampanua  14 66 9 9 5 - 5 
3 Batulappa  5 25 7 7 5 - 5 
4 Patampanua 11 47 6 6 4 1 5 
5 Mattiro Sompe 9 36 7 7 4 1 5 
6 Cempa  7 25 7 7 4 1 5 
7 Wattang Sawitto 8 29 14 14 4 1 5 
8 Paleteang 6 25 9 9 4 1 5 
9 Tiroang 5 17 10 10 4 1 5 
10 Mattiro Bulu  9 31 7 7 4 1 5 
11 S u p p a 11 36 6 6 4 1 5 
12 Lanrisang 7 25 6 6 5 - 5 
 Jumlah 104 410 95 95 51 9 60 
Tabel 4.9 Daftar jumlah calon anggota PPK dan PPS Kab.Pinrang 









Peserta yang gugur pada seleksi administrasi disebabkan karena: 
a. Pengurus partai politik  
b. Tidak berdomisili di wilayah kerja 
c. Tidak cukup umur 
d. PNS yang tidak mempunyai izin atasan 
 
3. Rekruitmen PPDP dan KPPS 
Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pinrang 04/Pilbup/Kpts/KPU-
Kab/025.433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja 
Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013, maka proses pengangkatan PPDP dan pembentukan 
KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPDP dibentuk 
berdasarkan jumlah TPS dengan jumlah personil sebanyak 1 (satu) orang 
dan berdomisili di wilayah TPS tersebut. 






120  565  Kec/PPK = 12 
 Desa/Kel./PPS=104 
2 Penyerahan Berkas 
Pendaftaran 
97 440 
3 Hasil Seleksi 
Administrasi 
96 410 
4 Hasil Seleksi Tes 
Tertulis 
95 - 
5 Hasil Tes 
Wawancara 
60 312 
Sementara itu, pembentukan KPPS dilaksanakan paling lambat 1 bulan 
menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. KPPS 
dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Pinrang berdasarkan jumlah 
TPS dengan jumlah personil sebanyak 7 (tujuh) orang untuk melaksanakan 
pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 
Adapun total jumlah penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.10 Daftar jumlah penyelenggara pemilu di tingkat PPK dan PPS 
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 
NO. NAMA PENYELENGGARA JUMLAH 
PERSONIL 
KET. 
1 PPK (5 Orang x 12 Kecamatan) 60 Orang  
2 Sekretariat PPK (5 Orang x 12 
Kecamatan 
60 Orang  
3 PPS (3 Orang x 104 Des/Kel.) 312 Orang  
4 Sekretariat PPS (3 Orang x 104 
Desa/Kel.) 
312 Orang  
5 PPDP (1 Orang x 682 TPS) 682 Orang  
6 KPPS (7 Orang x 682 TPS) 4.774 Orang  
 JUMLAH  6.200 Orang  
    
Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
4.2.1.2 Tahap Pelaksanaan 
A. Pemutakhiran data  
 
Sebagai upaya untuk meningkatkan parsitipasi pemilih dalam pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang tahun 2013, maka dilakukan 
pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa seluruh warga 
masyarakat telah memenuhi syarat memilih dapat terakomodasi untuk menjadi 
pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.  
Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi 
serta keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada serta untuk 
lebih menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan tantangan besar bagi  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk mampu 
mengejewantahkan penegakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang tahun 2013. 
Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota dibantu oleh 
PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum berupaya hingga pada Hari “H” semua 
masyarakat Kabupaten Pinrang yang telah memilki hak pilih dapat 
menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 
2013. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua PPK Wattang Sawitto, 
Bapak Alamsyah, SH berikut: 
“Pada awal masa kerja, hal yang paling urgen untuk kami persiapkan 
adalah pemutakhiran data pemilih. Namun sesuai dengan tahapan, 
penyaringan data pemilih dilakukan berdasrakan intruksi KPU, maka 
kami bersama PPS dan KPPS  terus berupaya melakukan koordinasi 
hingga pada hari “H”. Namun, tidak dapat dipungkiri permasalahan 
mengenai DPT tidak bisa rampung secara  maksimal” (Wawancara 
tanggal 03 Februari 2014, pukul 11.45 Wita) 
 
Berdasarkan Ketentuan tersebut, maka untuk pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013, Daftar Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilu (DP4) diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada tanggal 23 Maret 2013.  
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah hasil penggabungan 
dari Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan 
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, yang ditetapkan pada tanggal 
30 Juli 2013 dengan jumlah pemilih sebanyak 244.280 wajib pilih. Berikut 
Tahap pemutakhiran data dan daftar Pemilih: 
a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data 
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); 
b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah; 
c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab. Yang 
dibuat sebanyak PPS dan RT/RW atau TPS untuk disampaikan kepada 
PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi 
penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kab. Kepada PPS dan PPDP 
yang dilakukan secara berjenjang; 
d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dibantu oleh PPDP; dan 
penyusunan daftar pemilih 
e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara; 
f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara; 
g. Pencatatan data pemilih tambahan; 
h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan; 
i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan; 
j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS; 
k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih 
perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab. 
Melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh 
PPS; 
l. Penyusunan dan penetapan rekapitulisasi jumlah pemilih terdaftar dan 
TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah 
Kabupaten; 
m. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten; 
n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS 
oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi 
pasangan calon oleh KPPS; dan 











Tabel 4.11 Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) 
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 
 
Sumber : Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
Tabel 4.12 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) 
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 
Sumber : Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
 
NO. KECAMATAN JUMLAH DP4 KET. 
LK PR TOTAL 
1 LEMBANG 12.104 13.569 25.673  
2 DUAMPANUA 14.166 16.188 30.354  
3 BATULAPPA 3.318 3.561 6.880  
4 WATTANG SAWITTO 15.563 17.849 33.412  
5 PALETEANG 11.738 13.239 24.977  
6 TIROANG 8.917 9.374 13.400  
7 PATAMPANUA 10.191 11.829 22.020  
8 CEMPA 5.426 6.252 11.678  
9 MATTIRO SOMPE 9.660 10.982 20.642  
10 MATTIRO BULU 9.049 10.598 19.647  
11 SUPPA 9.490 10.884 20.374  
12 LANRISANG 5.944 6.902 12.846  
 JUMLAH 115.567 131.227 246.794  
NO. KECAMATAN JUMLAH DPS TOTAL 
LK PR 
1 LEMBANG 11.709 13.172 24.881 
2 DUAMPANUA 12.783 14.911 37.694 
3 BATULAPPA 3.138 3.408 6.546 
4 WATTANG SAWITTO 15.383 17.687 33.070 
5 PALETEANG 11.196 12.751 23.947 
6 TIROANG 7.579 8.055 15.634 
7 PATAMPANUA 9.580 11.355 20.935 
8 CEMPA 5.256 6.073 11.329 
9 MATTIRO SOMPE 9.260 10.597 19.857 
10 MATTIRO BULU 8.539 10.140 18.679 
11 SUPPA 8.884 10.200 19.084 
12 LANRISANG 5.745 6.682 12.427 
 JUMLAH 109.052 125.031 234.083 
Tabel 4.13 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) 
 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 
Sumber : Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
Tabel 4.14 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang 2013 







LK PR TOTAL 
1 LEMBANG 1.343 1.025 2.368 92 
2 DUAMPANUA 1.342 1.279 2.261 76 
3 BATULAPPA 182 136 318 20 
4 WATTANG SAWITTO 1.168 882 2.050 91 
5 PALETEANG 861 808 1.669 67 
6 TIROANG 273 258 531 36 
7 PATAMPANUA 280 218 498 56 
8 CEMPA 173 159 332 30 
9 MATTIRO SOMPE 455 292 747 66 
10 MATTIRO BULU 688 564 1.252 52 
11 SUPPA 764 674 1.438 58 
12 LANRISANG 270 211 481 38 
 JUMLAH 7.799 6.506 14.305 682 
N
O. 
KECAMATAN PEMILIH TERDAFTAR TPS 
LK PR JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 
1 Lembang 13.019 14.164 27.183 92 
2 Duampanua 13.999 16.070 30.069 76 
3 Batulappa 3.245 3.482 6.727 20 
4 Wattang Sawitto 16.069 18.181 34.250 91 
5 Paleteang 11.593 12.996 24.589 67 
6 Tiroang 7.391 7.863 15.254 36 
7 Patampanua 9.657 11.326 20.983 56 
8 Cempa 5.391 6.196 11.587 30 
9 Mattiro Sompe 9.716 10.910 20.626 66 
10 Mattiro Bulu 9.169 10.625 19.794 52 
11 Suppa 9.609 10.860 20.469 58 
12 Lanrisang 5.938 6.811 12.749 38 
 JUMLAH 114.796 129.484 244.280 682 
Penetapan Daftar Pemilih Tetap merupakan hal yang paling urgen 
dalam penyelnggaraan Pemilukada, karena dalam tahap ini adalah proses 
untuk mewadahi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena 
itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang melakukan penyaringan data 
secara maksimal. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua Komisioner 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Bapak Mansyur Hendrik, 
S.S., M.Si berikut ini: 
“KPU setiap tahunnya selalu berusaha untuk memaksimalkan ke validan 
data pemilih. Selama tiga periode saya menjabat di KPU, pada Pemilukada 
tahun 2013 kemarin KPU berusaha untuk meng-cover semua masyarakat 
yang telah memilki hak pilih. Salah satunya dengan diperbolehkannya 
penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada. Sehingga dengan begitu 
masyarakat tetap dapat memilih walaupun namanya tidak tercantum dalam 
DPT. Tetapi tentu dengan pengawasan dari pihak KPU dan Panwaslu agar 
tidak terjadi pemilihan dua kali”. (Wawancara Tanggal 27 Januari 2013, 
pukul 12.05 Wita) 
 
B. Pencalonan  
1. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 
dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni:  
a. Tahap Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati dari Unsur Perseorangan 
1. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 
2013 diawali dengan penyerahan dokumen dukungan oleh 
pasangan bakal calon yang melalui unsur perseorangan; 
2. Pada masa penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan 
yang dilaksankan pada tanggall 28 Maret s/d 02 April 2013, hanya 1 
(satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang 
menyerahkan dukungan calon perseorangan yakni pasangan Mayor 
Inf. Drs. Suriadi dan Dr. Ir. Sahabuddin Toaha, M.Agr yang 
menyerahkan dukungan sebanyak 22.012 yang terbesar di 12 (dua 
belas) kecamatan yang ada di kabupaten Pinrang. 
3. Setelah penyerahan dokumen dukungan tersebut, maka dilakukan 
veriﬁkasi administrasi dan faktual serta rekapitulasi di tingkat PPS, 
PPK dan KPU dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Veriﬁkasi dokumen dukungan oleh PPS (veriﬁkasi administrasi 
dan faktual) tanggal O4 s/d 17 April 2013; 
b. Veriﬁkasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK tanggal 
18 s/d 22 April 2013; 
c. Veriﬁkasi dan fekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU tanggal 
23 s/d 27 April 2013; 
4. Sesuai hasil veriﬁkasi administrasi dan faktual terhadap dukungan 
pasangan calon tersebut diatas, dari 22.012 jumlah dukungan yang 
diserahkan, sebanyak 17.970 dinyatakan sah. Berdasarkan 
Keputusan KPU Kab. Pinrang No.07/Pilbup/KPTS/KPU-Kab-
025.433371/II/2013 tentang persyaratan paling sedikit jumlah 
dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, maka jumlah dukungan untuk 
bakal calon perseorangan adalah 19.507 dan tersebar di Iebih dari 
50% jumlah kecamatan di Kab. Pinrang; 
Daftar jumlah dukungan bakal pasangan calon Mayor In. Drs. Suriadi 
dan DR. Ir. Sahabuddin Toaha, M.Agr dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
Tabel 4.15 Daftar Jumlah dan Hasil Veriﬁkasi Dukungan Bakal Calon 
Perseorangan Mayor In. Drs. Suriadi dan DR. Ir. Sahabuddin Toaha, M.Agr 








1 LEMBANG 1,242 1,088 154  
2 DUAMPANUA 1,876 1,575 300  
3 BATULAPPA 613 425 188  
4 WATTANG SAWITTO 2,559 2,211 348  
5 PALETEANG 3,811 3,374 437  
6 TIROANG 1,666 1,203 463  
7 PATAMPANUA 2,993 2,215 778  
8 CEMPA 3,081 2,656 425  
9 MATTIRO SOMPE 901 731 170  
10 MATTIRO BULU 1,306 965 341  
11 SUPPA 956 658 298  
12 LANRISANG 1,008 868 140  
 JUMLAH  22,012 17,970 4,042  
Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
5. Berdasarkan hai tersebut di atas, maka bakal pasangan calon Mayor 
Inf. Drs.Suriadi dan DR. In Sahabuddin Taha, M.Agr masih 
kekurangan jumlah dukungan sebanyak 1.507 dan sesuai ketentuan 
Pasai 85 ayat (1) dan (3), maka bakal pasangan calon melengkapi 
jumlah dukungan dalam waktu (7) hari sejak saat disampaikan hasii 
peneiitian oleh KPU Kabupaten Pinrang dan memasukkan sebanyak 
minimal 2 kali jumlah kekurangan.  
6. Pada tanggaL 29 April 2013 pukul 15.00 Wita Tim bakal pasangan 
calon Mayor Inf. Drs. Suriadi dan DR. In Sahabuddin Taaha, M.Agr 
menyerahkan tambahan dukungan sebanyak 4.568. Setelah 
dilakukan veriﬁkasi secara administrasi dan faktual mulaim dari 
tingkat KPU, PPK dan PPS, maka dinyatakan sah sebanyak 3.919, 
sehingga pasangan ini mempunyai total dukungan sebanyak 21.889. 
Berikut daftar jumlah tambahan dukungan bakal pasangan calon 
perseorangan. 
Tabel 4.16 Daftar jumlah Tambahan Dukungan bakai pasangan calon 
Mayor Inf. Drs. Suriadi dan DR. Ir. Sahabuddin Taaha, M.Agr pada Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 





1 LEMBANG 242 227 15  
2 DUAMPANUA 927 847 80  
3 BATULAPPA 544 448 96  
4 WATTANG SAWITTO 450 429 21  
5 PALETEANG 559 494 65  
6 TIROANG 162 148 14  
7 PATAMPANUA 469 308 161  
8 CEMPA 412 383 29  
9 MATTIRO SOMPE 140 103 37  
10 MATTIRO BULU 409 297 112  
11 SUPPA 96 85 11  
12 LANRISANG 158 150 8  
 JUMLAH 4,568 3,919 649  
Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
 
b. Tahap Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; 
Sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaran 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, pendaftaran Bakal 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dilaksanakan 
tanggal 28 April s/d 04 Mei 2013; 
Pada masa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013, sebanyak 6 (enam) bakal pasangan calon Bupati dan 
Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 melakukan pendaftaran di Kantor KPU 
Kabupaten Pinrang yang diterima oleh Ketua dan segenap Anggota KPU 
Kabupaten Pinrang di Aula Kantor KPU Kabupaten Pinrang; 
1. Hari Minggu, 28 April 2013 
Bakal Pasangan Calon Drs. H. A. Kaharuddin Mahmud dengan Ardan 
Razak AP (Akbar)mendaftar di Kantor KPU Kab. Pinrang pada jam 14.00 Wita. 
Pasangan ini diusung sebanyak 14 (empat belas) Parpol dengan jumlah suara 
sah sebanyak 28.083 atau dengan persentase sebanyak 15,45%. Adapun 
partai politik pengusung pasangan tersebut adalah : 
 PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia); 
 PKBIB (Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru); 
 PPN (Partai Persatuan Nasional); 
  PDP (Partai Demokrasi Pembaharuan); 
 PPNUI (Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia); 
 PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia); 
 PIS (Partai Indonesia Sejahtera); 
  PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional); 
 PNI-M (Partai Nasionai Indonesia Marhaenisme); 
 PAKAR PANGANG (Partai Karya Perjuangang); 
 GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya); 
 Partai PATRIOT; 
 Partai MERDEKA; 
 Partai PELOPOR. 
2. Hari Rabu, 01 Mei 2013 
Bakal Pasangan Calon H. A. Irwan Hamid, S.Sos dengan Drs. H. A. 
Mappanyukki, M.Si (Idaman) mendaftar di Kantor KPU Kab. Pinrang pada jam 
11.30 Wita. Pasangan ini diusung oleh 4 (empat) Parpol dengan jumlah 6 
(enam) kursi (17,14%) serta 29.572 suara sah (16,27%). Adapun partai politik 
pengusung pasangan tersebut adalah : 
 Partai DEMOKRAT; 
 PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa); 
 PBB (Partai Buian Bintang); 
 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). 
 
 
3. Hari Kamis, 02 Mei 2013 
Pasangan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati H. A. Aslam Patonangi, 
SH, M.Si. dan Muhammad Darwis Bastama, SP (A2P-Berdarma) melakukan 
pendaftaran di Kantor KPU Kab. Pinrang tepat pada jam 15.00 Wita. Pasangan 
ini diusung oleh 6 (enam) Parpo! peserta Pemilu Tahun 2009 dengan jumlah 
kursi sebanyak 14 (40%) serta suara sah sebanyak 52.524 (28,90%). Adapun 
partai politik pengusung pasangan adalah: 
 PKS (Partai Keadilan Sejahtera); 
 PAN (Partai Amanat Nasional); 
 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan); 
 PPP (Partai Persatuan Pembangunan); 
 PPI (Partai Pemuda Indonesia); 
 BARNAS (Partai Barisan Nasional). 
4. Hari Jum'at, 03 Mei 2013 
Pada hari Jum’at tanggai 03 Mei 2013, sebanyak 2 (dua) bakal 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang mendaftar di Kantor KPU 
Kabupaten Pinrang. Kedua pasangan tersebut adalah : 
a. Hari Jum’at; 03 Mei 2013 Pukul 13.50 
Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati In H. Abdullah 
Rasyid MM dan H. Faisal Tahir Syarkawi, SE mendaftar di kantor KPU 
Kab. Pinrang pada Jam 13.50 Wita. Pasangan ini diusung oleh 8 
(delapan) Parpol dengan jumlah kursi sebanyak 8 (22,86%)L dan suara 
sah sebanyak 48.876 (26,89%). Adapun partai politik pengusung 
pasangan tersebut adalah : 
 GOLKAR (Golongan Karya); 
 PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama); 
 PBR (Partai Bintang Reformasi); 
  PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia); 
 PMB (Partai Matahari Bangsa);  
 PPPI (Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia); 
 Partai KEDAULATAN; 
 Partai BURUH. 
b. Hari Jum’at, 03 Mei 2013 Pukul 15.20 
Pada hari yang sama, yakni Jum'at, 03 Mei 2013 pada jam 15.20 
Wita bakal pasangan calon Mayor Inf. Drs. Suriadi dan DR. Ir. 
Sahabuddin Toha, M.Agr melakukan pendaftaran di Kantor KPU Kab. 
Pinrang. Pasangan ini maju sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Pinrang melalui jalur perseorangan dengan jumlah 
dukungan KTP sebanyak 26.580 dan dinyatakan sah sebanyak 21.889.  
5. Hari Sabtu, 63 Mei 2013. 
Pada hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan 
Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yakni tanggal 04 Mei 2013, Pasangan 
DR. H. Sultani, S.Pd, M.Si dan DR. H. Rivai Mana, M.Si (Suara) mendaftar 
sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 
2013 di Kantor KPU Kabupaten Pinrang pada Jam 14.30 Wita. Pasangan 
ini diusung oleh 3 Partai Politik dengan jumlah kursi sebanyak 8 (22,86 %) 
dan suara sah sebanyak 33.644 (18,51%). Adapun partai politik pengusung 
pasangan tersebut adalah : HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat); PDK 
(Partai Demokrasi Kebangsaan); NASREP (Partai Nasional Republik). 
2. Tahap Veriﬁkasi Berkas Bakal Pasangan Calon 
Tahap veriﬁkasi atau penelitian berkas pasangan calon dilakukan dalam 
bentuk penelitian/veriﬁkasi administrasi dan faktual terhadap berkas pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 
05 Mei s/d 11 Mei 2013 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pinrang dan 
dibantu oleh staf Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang dan hasil veriﬁkasi telah 
disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dijadikan dasar dimasa 
perbaikan.  
Pada masa perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 Mei 
2013, para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 
menyerahkan berkas kelengkapannya dan dinyatakan bahwa 6 (enam) bakal 
pasangan caion Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 memenuhi 
syarat untuk ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang periode 2014-2019. 
 
 3. Tahap Penetapan Bakal Pasangan Calon 
 Tahap penetapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang Tahun 2013 dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni: 
1) Tahap Penetapan Pasangan Calon 
Seteiah dilakukan peneiitian/veriﬁkasi berkas, baik secara administrasi 
maupun faktual dan dinyatakan memenuhi syarat, maka tahapan selanjutnya 
adalah menetapkan pasangan caion Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 
2013. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 
01/Pilbup/Kpm/KPU-Kab-025.433371/II/2013 Tentang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Pinrang Tahun 2013, maka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 18 Juni 2013.  
Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 
2013 dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Kab. 
Pinrang Bapak Jamaluddin, STP dan dihadiri oleh segenap Anggota KPU 
Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Pinrang pada 
tanggal 11 Juni 2013. Pelaksanaan rapat pleno tersebut dilakukan 
berdasarkan surat Ketua KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 122/Pilbup/KPU—
PG/025.4333?1NI/2013tanggal 07 Juni 2010; 
Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, kemudian dituangkan dalam 
Surat Keputusan Komisi Pemilihan . Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 
26/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025-433371Nl/2013 tentang penetapan pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode 2014-2019. 
Proses pendaftaran, veriﬁkasi sampai pada penetapan pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 berlangsung aman dan lancar. 
Hal tersebut disebabkan karena kesadaran para bakal pasangan calon beserta  
simpatisannya untuk senantiasa menciptakan suasana yang kondusif. 
Disamping itu, koordinasi dan kesiapsiagaan pihak pengamanan yang terdiri 
dari Polres Pinrang, KODIM 1404 Pinrang, Yonif  721 Makkasau Pinrang dan 
unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pinrang yang senantiasa menjaga 
keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pendafcaran sampai pada 
penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013. 
Tabel 4.17  
Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang pada 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaben Pinrang Tahun 2013 
NO. PASANGAN CALON KET. 
BUPATI WAKIL BUPATI 
1 Drs. H. A. KAHARUDDIN ARDAN, AP Memenuhi 
syarat 




3 H. A. ASLAM PATONANGI, 
SH., M.Si 




4 Ir. H. ABDULLAH RASYID, 
MM 








6 DR. H. SULTANI, S.Pd., M.Si. Dr. H. RIVAI MANA, M.Si Memenuhi 
syarat 
Sumber: KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
2) Tahap Pengundian dan Penetapan Nomor Urut 
Salah satu rangkaian tahapan pendaftaran, venﬁkasi dan penetapan 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang sangat 
monumental dan ditunggu-tunggu oleh pasangan caion Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 2013 beserta simpatisannya adalah tahapan 
pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 2013. 
Adapun pelaksanaan kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 diawali dengan 
melakukan rapat koordinasi berdasarkan surat Ketua KPU Kabupaten Pinrang 
Nomor: 135/Pilbup/KPU-PG/025.433371/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang 
dihadiri oleh : 
1. Para ketua tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 
Tahun 2013; 
2.  Kapolres Pinrang; 
3.  DANDIM 1404 Pinrang; 
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Pinrang; 
5.  Kadis Perhubungan dan Infokom Kabupaten Pinrang; 
6. Kadis Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Pinrang; 
7. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pinrang; dan 
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang; 
Pada rapat tersebut dibahas berbagai agenda sehubungan dengan 
pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 antara lain : 
1. Persiapan dan antisipasi pihak keamanan dalam pelaksanaan kegiatan 
dimaksud yang dipaparkan oleh Kabag Ops. Polres Pinrang; 
2. Rute/jalan yang akan difalui oleh masing-masing pasangan calon dan 
simpatisannya pada saat meninggalkan poskonya masing-masing menuju 
ke Gedung Pemuda Andi Makkoeiaoe Pinrang dan begitupun sebaliknya 
pada waktu meninggalkan Gedung Pemuda Andi Makkoelaoe Pinrang 
menuju ke poskonya masing-masing; 
3. Jumlah simpatisan masing pasangan calon diperbolehkan memasuki 
gedung sebanyak 30 orang dan dilarang melakukan pawai/arak-arakan, 
baik setelah menuju ke tempat acara maupun setelah meninggalkan tempat 
acara menuju ke poskonya masing-masing. 
Setelah dilakukan rapat dengan pihak terkait seperti tersebut diatas, 
kemudian dilanjutkan dengan rapat staf untuk membahas persiapan terakhir 
pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, dan disepakati bahwa gladi bersih akan 
dilaksanakan pata tanggal 18 Juni 2013 Pukul 08.00 malam (sehari sebelum 
acara dimulai);  
Acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dilakukan melalui Rapat Pleno terbuka 
yang dilaksanakan di Gedung Pemuda Andi Makkoelaoe Pinrang pada hari 
Rabu tanggal 19 Juni 2013 pukul 09.00. Acara pengundian dan penetapan 
nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 
dihadiri oleh Ketua KPU Prov. Sul-Sel yang diwakili Oleh Khaerul Mannang, 
SH, MH selaku koordinator wilayah Kabupaten Pinrang. 
Disamping itu, turut puia dihadiri oieh Sekretaris Daerah Kab. Pinrang, 
Muspida Kab. Pinrang, Asisten I Pemkab Pinrang, Ketua Panwaslu Kab. 
Pinrang, Kadis KPK Kab.Pinrang, Kepaia Kantor Kesbangpoi & Linmas Kab. 
Pinrang, Kepaia Satuan Polisi Pamon Praja Kab. Pinrang, tokoh masyarakat, 
tokoh pemuda, tokoh agama, para pasangan calon Bupati dan Wakii Bupati 
Pinrang Tahun 2013 beserta simpatisannya dan wartawan/pers sekab. 
Pinrang. 
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pinrang Nomor 
: 28/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang 
penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 
2013, maka nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 





Tabel 4.18 Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 




NAMA PASANGAN CALON 
BUPATI WAKIL BUPATI 
1 DR. H. SULTANI, S.Pd., M.Si. Dr. H. RIVAI MANA, M.Si 
2 H. A. ASLAM PATONANGI, SH., M.Si H. MUH. DARWIS BASTAMA, SP 
3 Drs. SURYADI PAROKI Dr. Ir SAHABUDDIN TAHA, M.Agr 
4 Drs. H. A. KAHARUDDIN ARDAN, AP 
5 Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM H. FAISAL TAHIR SYARKAWI, SE 
6 H. A. IRWAN HAMID, S.Sos Drs. H. A. MAPPANYUKI, M.Si 
Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
 
Tabel 4.19 Daftar Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai 
Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 
2013 












Dr. H. Sultani, S.Pd., M.Si. 
Dan 
















H. A. Aslam Patonangi, Sh., M.Si 
Dan 




















































































Drs. H. A. Kaharuddin Machmud 
Dan 
















































Ir. H. Abdullah Rasyid, MM 
Dan 





























H. A. IRWAN HAMID, S.Sos 
Dan 




















Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
C. Logistik  
Secara umum proses pengadaan, pencetakan dan pendistribusian 
logistik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 
tidak banyak mengalami kendala/hambatan yang berarti, karena sampai pada 
H minus 3 semua logistik Pilkada telah sampai di TPS. Adapun jadual 
pengadaan, pencetakan dan pendistribusian logistik Pemilihan Umum Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 
1. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara selta alat 
dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara 
dilaksanakan pada Tanggal 22 Pebruari s/d 17 September 2013; 
2. Pencetakan dan pendistribusian/pengiriman serca sortir daftar pasangan 
calon, surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan 
dan penghitungan suara dilaksanakan pada Tanggal 22 Pebruari s/d 13 
September 2013; 
3. Penerimaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan 
administrasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada 
tanggal 05 s/d 17 September 2013. 
Proses pengadaan, pencetakan dan pendistribusian logistik pada 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang tahun 2013 dilaksanakan melalui 
proses tender/lelang maupun penunjukkan langsung melalui pihak 
ketiga/rekanan berdasarkan kontrak yang telah ditetapkan.  
D. Kampanye 
Pelaksanaan kampanye Pemmhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 terbagi dalam 2 (dua) putaran yakni 
putaran I (Percama) dan putaran II (Kedua) dengan menempati 6 (enam) zona 
wilayah kampanye. Kampanye putaran pertama berlangsung dari tanggal 02 
s/d 07 September 2013 sedangkan putaran kedua berlangsung dari tanggal 08 
s/d .13 September 2013. Jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan 
Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Tanggal 01 September 2013 dilaksanakan penyampaian visi dan misi 
masing- masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di 
Gedung DPRD Kabupaten Pinrang. 
2. Tanggal 02 s/d 07 September 2013, dilaksanakan kampanye putaran I 
yang dimulai pukul 09.00 - 16.00 dan secara bergantian berdasarkan 
jadual dan zona yang telah ditentukan, masing-masing pasangan calon 
atau jurkam pasangan calon melakukan kampanye pada 6 (enam) zona 
wilayah kampanye yang telah ditentukan yakni: 
 Zona I meliputi Kecamatan Lembang dan Duampanua; 
 Zona II meiiputi Kecamatan Batuiappa dan Patampanua; 
 Zona III meliputi Kecamatan Cempa dan Mattiro Sompe; 
 Zona IV meliputi Kecamatan Paleteang dan Tiroang; 
 Zona V meliputi Kecamatan Watang Sawitto dan Mattiro Bulu; dan 
 Zona \/I meliputi Kecamatan Suppa dan Lanrisang.  
3. Kampanye dalam bentuk rapat umum atau Kampanye Besar dapat 
dilakukan oleh masing-masing pasangan caloan apabila melakukan 
kampanye di zona V Lapangan Lasinrang Kecamatan Watang Sawitto; 
4. Tanggal 14 September 2013 dilaksanakan debat terbuka pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dengan Finalis 
adalah DR. _Jayadi Nas (Dosen UNHAS/Mantan Ketua KPU Prov. 
Sulawesi Selatan) dan Prof. DR. Ir. Rahim Darma (Dosen Unhas 
Makassar). 
E. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 
Pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dilaksanakan pada Tanggal 18 
September 2013. Pada pelaksanaan pemilihan tersebut, diikuti sebanyak 6 
(enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masing-masing 
sebagai berikut : 
1. Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yakni : 
DR. H. SULTANI, S.Pd., M.Si dan 
Drs. H. RIVAI MANA, M.Si 
2. Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yakni : 
H. A. ASLAM PATONANGI, SH., M.Si dan 
H. MUH. DARWIS BASTAMA, SP 
3. Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) yakni : 
Drs. SURYADI PAROKI dan 
DR. Ir. SAHABUDDIN TOAHA, M.Agr 
4. Pasangan Nomor Urut 4 (empat)eyakni : 
Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD dan 
A R D A N, AP 
5. Pasangan Nomor Urut 5 (lima) yakni : 
Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM dan 
H. FAISAL THAHIR SYARKAWI, SE 
6. Pasangan Nomor Urut 6 (enam) yakni : 
H. A. IRWAN HAMID, S.Sos dan 
Drs. H. A. MAPPANYUKKI, M.Si 
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang 
dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 






Tabel 4.20  Daftar perolehan Suara pasangan Calon Bupati dan Wakil 









1 DR. H. SULTANI, S.Pd., M.Si dan 
Drs. H. RIVAI MANA, M.Si 
 
12.440 6,41% 
2 H. A. ASLAM PATONANGI, SH., M.Si 
dan 
H. MUH. DARWIS BASTAMA, SP 
 
60.251 31,03% 
3 Drs. SURYADI PAROKI dan 
DR. Ir. SAHABUDDIN TOAHA, M.Agr 
 
11.269 5,80% 
4 Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD 
dan 
A R D A N, AP 
12.740 6,56% 
5 Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM dan 
 
H. FAISAL THAHIR SYARKAWI, SE 
 
44.918 23,13% 
6 H. A. IRWAN HAMID, S.Sos dan 
 
Drs. H. A. MAPPANYUKKI, M.Si 
 
52.521 27,05% 
 JUMLAH 194.139 
 
 
Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Pinrang tahun 2013 
Keterangan: 
1. Jumlah Pemilih      :244.280 orang 
2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya  :195.222 orang 
3. Jumlah suara sah     :194.139 suara 
4. Jumlah suara tidak sah/batal    :1.083 suara 
5. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih :52.226 Orang 
6. Jumlah tempat pemungutan suara   :682 Orang 
 
F. Penetapan Calon Terpilih 
Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang di|a|<sanakan 
pada Tanggal 24 September Z013 di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten 
Pinrang dengan hasil bahwa pasangan H. A. ASLAM PATONANGI, SH., M.Si 
dan H. MUH. DARWIS BASTAMA, SP (AZP BERDARMA) sebagai pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati yang meraih suara terbanyak yakni 60.251 
(31,03%) maka KPU Kabupaten Pinrang segera menetapkan pasangan 
térsebut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten 
Pinrang Periode 2014-2019. 
Penetepan pasangan caion Bupati dan Wakii Bupati Pinrang Periode 
2014-2019 dilakukan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Pinrang yang dilaksanakan pada Tanggal 24 September 2013 yang dipimpin 
oleh Ketua KPU Kabupaten Pinrang Jamaluddi, STP dan dihadiri oleh segenap 
Anggota KPU Kabupaten Pinrang yakni Mansyur, SS., M.Si, Hj. Wildanah H, 
SH,, MH, Hasjuddin A.T, SH, dan Drs. H. Kaharuddin M masing-masing 
sebagai anggota. 
Selanjutnya penetepan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang Periode 2009-2014 dituangkan dalam surat Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 33/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025-
433371/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Terpilih Kabupaten. 
G. Sumpah Janji, Pelantikan dan Peresmian 
Sebagai tahap akhir dari tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 adalah pelantikan dan pengucapan 
sumpah/janji calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hasil penetapan calon 
terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 diusulkan oleh DPRD 
Kabupaten Pinrang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk 
disahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati dan selanjutnya dilantik menjadi 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Periode 2014-2019. Pinrang pada 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013. Pelantikan 
Bupati dan Wakil Bupati Terpllih Kabupaten Pinrang, dilaksanakan pada 
Tanggal 24 April 2014 dandilantik oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan 
Bapak DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH, M.Si di Kabupaten Pinrang. 
4.2.1.3 Tahap Penyelesaian  
A. Kasus-kasus Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 
Sesuai surat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 197/PAN.MK/10/2013 
tanggal 18 Oktober 2013 perihal Keterangan Perkara Pemilukada Kabupaten 
Pinrang Tahun 2013 pada point (3) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi 
sampai déngan tanggal 16 Oktober 2013 tidak menerlma pendafcaran 
permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 
(Pemilukada) Tahun 2013, sehingga tidak ada perkara perselisihan hasil 
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kab. Pinrang Tahun 2013 yang 
dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. 
Hal tersebut cllsebabkan karena sampal pada 3 harl (H+3) setelah 
penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten 
Pinrang, tidak ada pasangan calon yang tidak terpilih yang mengajukan 
gugatan ke MK, baik secara manual maupun secara elektronik. Berdasarkan 
hal tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 2013 tidak meninggalkan kasus-kasus hukum/sengketa 
hukum, walaupun diakui bahwa dalam beberapa tahapan pelaksanaan 
kegiatan, utamanya pada tahapan pencalonan ada beberapa kasus-kasus 
hukum yang muncul seperti adanya dukungan ganda oleh salah satu partai 
politik yang mengusung pasangan calon. 
Kasus hukum tersebut kemudian dapat diselesaikan dengan melakukan 
klariﬁkasi terhadap pimpinan partai politik, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi 
maupun pusat kemudian disampaikan kepada pasangan calon yang mendapat 
dukungan ganda. 
B. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada  
Berdasarkan keterangan dari pihak penyelenggara Pemilukada yang 
berfungsi pada pengawasan dalam hal ini Panwaslu, berikut pelanggaran-
pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten 
Pinrang tahun 2013, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat 
teknis: 
1. Ditemukan dua anggota PPS pada dua kecamatan berbeda terbukti  terlibat 
dalam kampanye pasangan calon, yaitu Kecamatan Paleteang dan 
Kecamatan Suppa. 
2. Ditemukan pada salah satu TPS 1 Desa Manarang, Kecamatan Mattiro 
Bulu yang melakukan perhitungan suara sebelum jam 13.00, hal tersebut 
tidak sejalan dengan aturan dalam perundang-undangan. 
3. Terdapat satu TPS yang tidak melakukan sumpah sebelum dimulainya 
pencoblosan.  
4. Ditemukan pula pelanggaran pada  TPS 8 Kelurahan Jaya, Kecamatan 
Wattang Sawitto yang tidak melakuakan penempelan DPT. 
C. Penyelesaian / Solusi  Permasalahan Pemilukada 
Berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi selama proses 
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 telah 
diupayakan solusi dan penyelesaiannnya oleh pihak KPU baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk meminimalisasi segala persoalan dan 
hambatan pada pelaksanaan Pemilu berikutnya. 
Adapun solusi atau penyelasian permasalahn tersebut, diuraikan 
sebagai berikut:  
a. Divisi Rumah Umum, Rumah Tangga dan Hubungan Antar Lembaga: 
1. Melakukan koordinasi dengan baik secara intensif kepda semua 
stakeholder; 
2. Selalu membangun kerja sama yang baik dengan PPS dan PPK; 
3. Melakukan koordinasi dan pemaparan identifikasi kebutuhan 
kepemiluan kepada Pemerintah Daerah; 
4. Melakukan pertemuan untuk menyatukan persepsi tentang 
regulasi kepemiluan. 
b. Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik : 
1. Melakukan antisipasi lebih awal terhadap kekurangan surat 
suara, formulir model C dan logistik lainnya; 
2. Peningkatan remunerasi dan jaminan keamanan; 
c. Divisi Hukum, Humas dan Pengawasan : 
1. Intens melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang regulasi 
yang ada; 
2. Menjunjung tinggi regulasi yang ada secara konsisten; 
d. Divisi sosialisasi, SDM dan Pendidikan Pemilih : 
1. Konsisten terhadap jadwal dan tahapan yang ada; 
2. Pelibatan secara aktif dan terstruktur penyelenggara Pemilu. 
e. Divisi Data dan Teknis Penyelenggaraan  
1. KPU melakukan koordinasi yang baik dengan Pemda untk 
menghasilkan DP4 yang akurat dan atau memberikan 
kewenangan penuh kepada KPU dan jajarannya untuk 
menyusun data pemilih; 
2. Berita acara Model C beserta lampirannya harus ada secara 
keseluruhan di PPK untuk menjadi arsip PPK. 
4.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tugas dan Wewenang KPU 
Kabupaten pada Pemilukada Tahun 2013   
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dimaksudkan 
sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun tidak bisa 
dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaannya terkadang diperhadapkan 
pada permasalahan yang pelik selain karena adanya berbagai kepentingan 
juga melibatkan banyak pihak. 
Tentu banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat 
imlementasi tugas dan wewenang  implementasi tugas dan wewenang KPU 
Kabupaten Pinrang pada pemilukada tahun 2013. Berdasarkan hasil 
peneletian yang telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam 
ataupun dari luar penyelenggara Pemilukada. 
4.3.1 Faktor-faktor Pendukung 
Dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pinrang Tahun 2013 
, banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat Implementasi 
Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Pinrang.  Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari 
luar penyelenggara. 
1. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelanggara 
Pemilukada 
Kesuksesan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada  tentu tidak serta 
merta dapat terjadi tanpa adanya kebijakan yang jelas dan sistematis. Di mulai 
dari peraturan di tingkatan pusat, seperti dalam peraturaan Perundang-
undangan No. 15 Tahun 2011 tentang penyelnggara Pemilukada hingga 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. 
 Selain kedua regulasi diatas masih banyak kebijakan-kebijakan yang 
berkaitan dengan penyelnggaraan Pemilukada. Pada dasarnya keseluruhan 
regulasi hukum tersebut tentu merupakan langkah demi mewujudkan dan 
menggakkan demokrasi yang substansial. 
2. Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku 
dan sikap tim sukses. 
  Perilaku politik yang terlibat dalam Pemilukada merupakan aspek 
penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilhan umum. 
Perilaku politik seseorang  itu bias berbeda-beda. Hal ini tidak terlepas dari 
beberapa perilaku politik individu.  
3. Partisipasi Masyarakat 
Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggaraan 
penyelenggraan Pemilukada. Regulasi yang jelas dan tepat, sistem yang baik, 
ataupun aparat yang berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa respon dan 
partisipasi yang baik dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan dapat dilihat melalui persentase pemili pada Pemilukada 
Bupati adan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013 yang mencapai 
angka 79,92%. 
4.3.2 Faktor-faktor Penghambat 
4.3.2.1 Faktor Internal 
Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 
2013 yang dilaksanakan pada tanggal 18 september 2013 diperhadapkan 
pada berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas 
KPU selaku pohak penyelenggara. Masing-masing permasalahan tersebut 
diuraikan berdasarkan uraian kerja setiap divisi sebagai berikut : 
a. Divisi Rumah Umum, Rumah Tangga dan Hubungan Antar Lembaga:  
1. Koordinasi yang kurang maksimal antar lembaga yang terkait; 
2. Koordinasi yang tidak berjenjang dalam tubuh penyelenggara 
Pemilu; 
3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang kurang maksimal 
terhadap penyediaan sarana, fasilitas dan anggaran; 
4. Adanya diskomunikasi dengan Panwas terhadap tugas dan 
tanggung jawab masing-masing tentang kepemiluan. 
b. Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik : 
1. Adanya kekurangan logistik seperti surat suara, formulir Model c 
dan logistik lainnya; 
2. Tugas dan tanggung jawab yang tidak sebanding dengan honor 
yang diperoleh; 
c. Divisi Hukum, Humas dan Pengawasan : 
1. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi kepemiluan; 
2. Adanya pelanggaran pemasangan alat peraga 
d. Divisi Sosialisasi, SDM dan Pendidikan Pemilih 
1. Pendistribusian bahan sosialisasi yang tidak tepat waktu dan 
tidak tetap sasaran; 
2. Sosialisasi tatap muka kurang melibatkan penyelenggara 
ditingkat bawah secara menyeluruh dan terpadu. 
e. Divisi Data dan Teknis Penyelenggaraan : 
1. DP4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kurang kuat; 
2. Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftar dan ikut seleksi 
KPPS karena ketatnya persyaratan serta minimnya anggaran 
KPPS; 
3. Berita Acara Model C dan D serta lampirannya sebagian tidak 
diperuntukkan kepada PPK (diluar kotak). 
4.3.2.2 Faktor Eksternal 
1. Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan 
Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dalam melaksanakan dan 
menyukseskan Pemilukada. 
2. Masyarakat notabene terkesan acuh dalam mengetahui hal-hal 
teknis terkait pemilihan. 
3. Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai 
Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang 
penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran Penyelangga 





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada BAB IV sebagai 
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dalam melaksanakan Pemilukada tahun 2013  di Kabupaten 
Pinrang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat 
pelaksana pemilukada itu sendiri yang bersifat independen yang 
dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, 
yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai 
penyelenggara pemilukada yang kedudukannya diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Sebaimana yang tercantum dalam 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum 
mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk 
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 
semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta 
menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja 
organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat 
teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
2. Sacara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pinrang 
telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan 
yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai 
permasalahan dan kendala selama proses Pemilukada 
berlangsung. Berbagai riak-riak kecil pun tidak dapat dihindarkan. 
Berangkat dari hal tersebut parsitipasi masyarakat pada 
pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 
Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 
dapat dikategorikan tinggi  yaitu 244.280 Pemilih atau sekitar 79, 
92% dari jumlah DPT. 
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU pada dasarnya sudah cukup 
baik namun hal itu tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat 
yang terkesan masih acuh dan tidak memiliki sikap politik yang jelas. 
Hal ini dikerenakan kepercayaan masyarakat mulai berkurang. 
4. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota dibantu oleh 
PPK dan PPS. Berdasarkan Ketentuan tersebut, maka untuk 
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013, 
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) diserahkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Pinrang. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 
hasil penggabungan dari Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih 
Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Sementara Hasil 
Perbaikan Akhir, dengan jumlah pemilih sebanyak 244.280 wajib 
pilih. Walaupun pada dasarnya sampai pada hari H pemilihan, DPT 
terus bertambah dimana Pemilih dapat menggunnakan identitas diri 
untuk memilih, yaitu KTP atau kartu Keluarga.  
5. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu dalam 
pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pinrang tahun 2013, baik 
yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis: 
 Ditemukan dua anggota PPS pada dua kecamatan berbeda 
terbukti  terlibat dalam kampanye pasangan calon, yaitu 
Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Suppa. 
 Ditemukan pada salah satu TPS 1 Desa Manarang, Kecamatan 
Mattiro Bulu yang melakukan perhitungan suara sebelum jam 
13.00, hal tersebut tidak sejalan dengan aturan dalam 
perundang-undangan. 
 Terdapat satu TPS yang tidak melakukan sumpah sebelum 
dimulainya pencoblosan.  
 Ditemukan pula pelanggaran pada  TPS 8 Kelurahan Jaya, 
Kecamatan Wattang Sawitto yang tidak melakuakan 
penempelan DPT. 
6. Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Tugas dan Wewenang 
KPUD pada Pemilukada Tahun 2013  di Kabupaten Pinrang, yaitu: 
1. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan 
Penyelanggara Pemilukada; 2. Perilaku politik peserta Pemilu, 
kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses; dan 
3. Parsitipasi Masyarakat. 
7. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Tugas dan 
Wewenang KPUD pada Pemilukada Tahun 2013  di Kabupaten 
Pinrang, yaitu: Faktor Internal Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
sendiri serta faktor eksternal: 1. Kurangnya sinergitas antara KPU 
(Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) 
dalam melaksanakan dan menyukseskan Pemilukada; 2. 
Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis terkait 
pemilihan; 3. Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan 
terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan 
KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran 
Penyelangga mulai dari PPK, PPS dan KPPS; 4. Data penduduk 
yang diperoleh KPU dari Dinas Catatan Sipil merupakan data yang 
lama dan belum diperbaharui.   
5.2 Saran 
Secara umum pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pinrang tahun 
2013 berjalan lancar. Namun demikian, agar pelaksanaan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Pinrang periode berikutnya dan pelaksanaan pemilu 
lainnya dapat berjalan lancar, sukses, dan aman serta dapat ditingkatkan 
kualitasnya, maka beberapa saran yang direkomendasikan untuk 
perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikutnya. Adapun saran 
tersebut diuraikan sebagai berikut : 
a. Meningkatkan koordinasi dengan Panwaslu selaku badan pengawas 
serta menjaga keharmonisan kedua lembaga tersebut demi 
tercapainya demokrasi yang substansial. 
b. Memaksimalkan metode sosialisasi yang merakyat dan dapat 
dipahami dengan mudah oleh masyarak mengenai hal-hal teknis 
Pemilukada. 
c. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh 
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Lampiran 1.1:  TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013 
 
PROGRAM KEGIATAN JADWAL WAKTU 
 
Mulai                          Selesai 
KETERANGAN 
 
1 2 3 
PERSIAPAN 
1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; 
berikut dengan penetapan Dokumen Hibah dan 
atau Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA)-nya 
 
 
2. Penetapan Keputusan dan atau Kebijakan 
lainnyaoleh KPU Kab. Pinrang pada 
penyelenggaaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Tahun 201, antara lain, meliputi:  
 
a. Non Tahapan 
1) Tahapan, program, dan jadwal 
penyelenggaraan; 
2) Tata Kerja KPU Kab.. PPK, PPS dan 
KPPS; 
3) Pemantau dan tata cara pementauan; 
4) Sosialisasi; 
5) Norma, standar, prosedur, dan 
kebutuhan serta pendistribusian 
perlengkapan pemungutan dan 
penghitungan suara; 
6) Pelaporan dan kampanye 
7) Audit dana kampanye peserta pemilihan 
 
b. Tahapan: 
1) Penetapan daftar pemilih 
(pemutakhiran data dan daftar pemilih; 
2) Pendaftaran dan penetapan pasangan 
calon; 
3) Kampanye; 
4) Pemungutan suara; 
5) Penghitungan suara; 
6) Penetapan pasangan calon terpilih, 
pengesahan, dan pelantikan. 
c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, 
antara lain: 
1) Tahapan, program, dan jadwal; 
 
Mengikuti jadwal 
penyusunan APBD sesuai 



































































2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling 
rendah untuk 
calon perseorangan; 
3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling 
rendah untuk 
pasangan calon yang diajukan partai politik 
atau gabungan 
partai politik; 
4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS; 
5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdraftar terinci 
untuk tiap PPS, PPK, dan Kabupaten; 
6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan 
kemampuan rohani dan jasmani; 
7)  Penetapan pasangan yang memenuhi 
syarat; 
8) Penetapan kantor akuntan publik untuk 
mengaudit laporan dana kampanye; 
9) Penetapan jadwai, bentuk, tempat, dan 
waktu kampanye; 
10) Penetapan hari dan tanggaI pemungutan 
suara; 
11) Penetapan kebutuhan surat suara serta 
kelengkapan administrasi pemungutan suara 
dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, 
dan KPU Kab., berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan pendistribusian perlengkapan 
pemungutan suara dan penghitungan suara; 
12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan 
penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan 
KPU Kab.; 
13) Penetapan dan pengumuman nama dan 
nomor urut pasangan calon terpilih; 
14) Penetapan pemantau; 
15) Penetapan tata kerja KPU Kab., PPK, PPS, 
dan KPPS; 
16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih). 
 
3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, 
PPS,KPPS dan petugas pemutakhiran data 
pemilih (PPDP) 
4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 
a. Pengumuman Pendaftaran Pemantau 
b. Pendaftaran Pemantau 
c. Penelitian Administrasi 
d. Perbaikan hasil penelitian administrasi 
e. Penetapan Pemantau dan akreditasinya 
f. Pengumuman hasil penetapan Pemantau 
 
5. Menerima pemberitahuan DPRD Kab. Pinrang 
kepada KPU Kab. Mengenai berakhimya masa 
 



















































































Oleh KPU Kab.PPK 
dan/atau PPS. 
 
jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten Pinrang (Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang). 
6. Rapat Koordinasi KPU Kab. dengan pelaksana 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat 
PPK, PPS, dan KPPS, oleh KPU Kab., PPK, 
serta PPS. 
7. Pelatihan/Bintek/Raker bagi BPP dan Petugas; 
serta Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih 
bagi masyarakat dan penerangan/Penyuluhan/ 




1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih 
a. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah 
tentang penyampaian  Data Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah. 
b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.  
 
 
c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan 
DP4 oleh KPU Kab.  yang dibuat sebanyak PPS 
dan RT/RW atau TPS untuk disampaikan 
kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan 
teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar 
pemilih oleh KPU Kab. kepada PPS dan PPDP 
yang dilakukan secara berjenjang; 
d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan 
dibantu PPDP; dan Penyusunan Daftar Pemilih 
Sementara 
e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih 
Sementara (DPS). 
f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.  
 
g. Pencatatan data pemilih tambahan.  
 
 
h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.  
 
i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan. 
 
 
j. 1)Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 
Pengesahan DPT oleh PPS.  
2)Pengumuman DPT oleh PPS. 
 
k. Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan 
Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada 
23 Mar 13 – 19 Apr 2013 
23 Mar 13 – 25 Mar 2013 
26 Mar 13 – 03 Apr 2013 
04 Apr 13 – 06 Apr 2013 
07 Apr 13 – 14 Apr 2013 
15 Apr 13 – 16 Apr 2013 
17 Apr 13 – 19 Apr 2013 
 

















22 Feb 2013 – 21 Mar 2013 
 
 
22 Mar 2013 – 23 Mar 2013 
 
 







24 Apr 2013 – 21 Juni 2013 
 
 
22 Juni 13 – 24 Juni 2013 
 


















Dihadiri oleh KPU 
Kabupaten/Kora 
serta 























KPU Kab. melalui PPK, dengan tembusan 
kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS. 
l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah 
pemilih terdaftar  dan TPS terinci tiap 
kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah 
Kabupaten. 
 
m. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten. 
n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk 
TPS kepada KPPS  oleh PPS dan kepada 
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi 
Dasangan calon oleh KPPS.  
o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan 
dibantu oleh RT/RW dan KPPS. 
 
2. Pencalonan 
a. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen 
dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil 
Bupati Pinrang Periode Tahun 2014 – 2019 
 
 
b. 1) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan 
calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap 
kepada KPU Kab. selama masa pendaftaran 
dan/atau penyerahan dokumen dukungan. 
2) Dalam masa pendaftaran dan/atau 
penyerahan dukungan, KPU Kab. melakukan 
bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam 
pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi 
dukungan calon perseorangan. 
c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan 
atau sebaran dukungan dalam masa 
pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan 
kepada KPU Kab. Untuk galon perseorangan. 
d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen 
dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh 
KPU Kabupaten, dan calon perseorangan. 
 
e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk 
calon perseorangan. 
f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan 
oleh PPK untuk calon perseorangan. 
g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan 
oleh KPU Kabupaten untuk calon perseorangan. 
h. Pengumuman Pendaftaran pasangan calon yang 
diajukan partai politik atau gabungan partai 
politik dan perseorangan. 
 
25 Jul 13 – 27 Jun 2013 
 
 
28 Jun 13 – 30 Juni 2013 
 
01 Jul 13 – 03 Juli 2013 
 
 
04 Juli 13 – 06 Juli 2013 
 
07 Juli 13 – 09 Juli 2013 









16 Juli 13 – 05 Agus 2013 



































































i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan 
partai politik atau gabungan partai politik dan 
perseorangan. 
j. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon 
k. Penelitian (klarifikasi) dan pemberitahuan hasil 
penelitian pemenuhan syarat calon, termasuk 
penelitian penambahan dukungan calon  
perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang 
dari jumlah dukungan paling rendah akibat 
veriﬁkasi PPS, PPK, dan/atau KPU Kab.; serta 
Veriﬁkasi tambahan dukungan calon 
perseorangan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh 
PPS dan PP 
l. 1) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat 
pencalonan, syarat calon, dan/atau saat 
mengajukan cafon baru dan/atau pemeriksaan 
kesehatan calon baru. 
2) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat 
pencalonan beserta persyaratan calon 
(perseorangan), Pasal 59 ayat (5a) huruf b 
sampai dengan huruf l UU No. 32 Tahun 2004 Jo 
UU No. 12 Tahun 2008. 
3) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat 
pencalonan beserta pergyaratan calon 
(perseorangan), yaitu surat pencalonan yang 
ditandatangi oleh pasangan calon perseorangan 
m. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan 
tentang kemampuan rohani dan jasmani 
Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa 
Khusus kepada KPU Kabupaten. 
n. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan 
persyaratan pasangan Calon, sekaligus 
pemberitahuan hasil penelitian; kecuali terhadap 
pasangan calon perseorangan yang tidak dapat 
memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan 
jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang. 
o. Penetapan dan Pengumuman pasangan calon 
yang memenuhi persyaratan.  
p. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan 
Pengumuman Pasangan Calon 
3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 
pemungutan dan penghitungan suara 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan 
kegiatan : 
a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan 
jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan 
alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan 
suara; 






03 Apr 2013 – 03 Apr 2013 
 
 
04 Apr 2013 – 17 Apr 2013 
 
18 Apr 2013 – 22 Apr 2013  
 
 
23 Apr 2013 – 27 Apr 2013 
 
26 Apr 2013 – 27 Apr 2013 
 
 
28 Apr 2013 – 04 Apr 2013 
 
 
05 Mei 2013 – 11 Mei 2013 





























22 hari sebelum 
masa pendaftaran 
 
Paling lama 14 hari 
 
 
Paling lama 7 hari 
 



































b. Proses administrasi pengadaan dan 
pendistribusian surat suara, serta alat dan 
kelengkapan administrasi pemungutan dan 
penghitungan suara; 
c. Pencetakan dan pendistribusian/pengiriman, 
serta sortir daftar pasangan calon, surat suara, 
serta alat dan kelengkapan administrasi 
pemungutan dan penghitungan suara; 
d. Penerimaan dan pendistribusian surat suara, 
serta alat dan kelengkapan administrasi 
pemungutan dan penghitungan suara. 
1) Penerimaan oleh KPU Kab. dan 
pendislribusian dari KPU Kab. Ke PPK 
2) Penerimaan oleh PPK dan pendistribusian 
dari PPK ke PPS 
3)  Penerimaan oleh PPS dan pendistribusian 
dari PPS ke KPPS dan/atau Pihak Lainnya. 
4. Kampanye  
a. Pertemuan peserta pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye 
 
b. Pelaksanaan kampanye  
 
 
c. Masa tenang 
 
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 
a. Persiapan  
1) Pembentukan KPPS, bimbingan teknis, 
dan sosialisasi. 
 
2) Pengecekan persiapan pemungutan 
suara di daerah (desa/kelurahan) 
 
3)  Penyampaian Salinan Daﬁar Pemilih 
Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu 
Lapangan, dan Saksi pasangan calon; 
serta penyampaian lanjutan/perbaikan 
KP 
4) Pengumuman dan 
pemberitahuanjempat, hari, dan waktu 
pemungutan suara di TPS. 
5) Penyiapan TPS 
 
b. Pelaksanaan 
1) Pemungutan suara dan penghitungan 
suara di TPS oleh KPPS, serta 
rekapitulasi hasil penghitungan suara 
oleh PPS, PPK, dan KPU Kab. Meliputi: 
 










09 Juni 2013 – 18 Juni 2013 
 



















05 Sep 2013 – 17 Sep 2013 
 
 
05 Mei 2013 – 10 Sep 2013 
 
08 Sep 2013 – 12 Sep 2013 
 
10 Sep 2013 – 17 Sep 2013 
 
 




















































oleh KPU Kab. 
a. Pemungutan dan penghitungan 
suara di TPS 
b. Penyusunan dan penyampaian 
sertifikat hasil penghitungan suara di 
TPS dleh KPPS kepada PPS. 
c. Pengumuman hasil penghitungan 
suara dan enyampaian kotak suara 
yang masih dikunci dan disegel 
yang berisi Berita Acara dan 
sertifikat hasil penghitungan suara 
oleh KPPS kepada PPS. 
d. Penyusunan dan penyampaian 
Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara di Tingkat 
Desa/Kel. oleh PPS kepada PPK 
e. Penyusunan dan penyampaian 
Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara di Tingkat 
Kecamatan oleh PPK kepada KPU 
Kab. 
f. Penyusunan Berita Acara dan 
rekapitulasi Penghitungan Suara 
diTingkalKabupaten,serta 
penetapan pasangan calon terpilih 
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati oleh KPU Kabupaten. 
2) Pelantikan dan pengucapan 




1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon 
(Pemohon) dengan KPU Kabupaten (Termohon) 
kepada Mahkamah Konstitusi. 
2. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati oleh Mahkamah Kcnstitusi. 
 
3. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan wakil 
Bupati. 
a. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
disampaikan kepada: DPRD }5rovinsi, DPRD 
Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam 
Negeri. (Dalam hal/Tidak Ada Gugatan 
PHPU Bupati dan Wakil Bupati di 
Mahkam'ah Konstitusi) 
b. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
disampaikan kepada I DPRD Provinsi, 
DPRD Kabupaten, Bupali, dan Menteri 
Dalam Negeri. (Dalam hal, Terdapat 
 
31 Agt 2013 – 14 Sep 2013 
  
 




20 Agt 2013 – 15 Sep 2013 
 
 
04 Sep 2013 – 17 Sep 2013 
 
 







15 Sep 2013 – 17 Sep 2013  
 
 









18 Sep 2013 – 18 Sep 2013 
 

































































Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di 
Mahkamah Konstitusi) 
c. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupali 
disampaikan kepada : DPRD Provinsi, 
DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri 
Dalam Negeri. (Terdapat Putusan Sela pada 
Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di 
Mahkamah Konstilusi) 
 
4. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU 
Provinsi/KPU, dilampiri dengan dokumen 
penetapan hasil tahapan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati 
a. Dalam hal, Tidak Ada Gugatan PHPU Bupati 
dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi 
b. Daiam hal, Terdapat Gugatan PHPU Bupati 
dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi 
c. Dalam hal, Terdapat Putusan Sela pada 
Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di 
MK 
 
5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang 
inventaris. 
6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai 
dengan tingkatannya. 
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta 
pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati. 
8. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013. 
 











































27 Sep 2013 – 3 hari 












































tangani oleh ketua 
KPU Kab; paling 





tangani oleh ketua 
KPU Kab; paling 




Ditetapkan di : Pinrang 


















27 Sep 2013 – 17 Okt 2013 
 
 
27 Sep 2013 – 19 Okt 2013 
 
27 Sep 2013 – 3 hari sudah 
putusan sela dikuatkan 
 
 




18 Okt 2013 – 18 Nov 2013 
 
18 Sep 2013 – 18 Nov 2013 
 
 
01 Jan 2014 – 28 Jan 2014 
 
KPU Kabupaten ke 




Paling lama 30 hari 
ssudah hari “H” 
 
Atau 3 hari sesudah 
putusan MK 















Lampiran 1.2: DOKUMENTASI PENELITIAN 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kab. Pinrang 
 
Di Kantor Panwaslu Kab. Pinrang  
(Bersama dengan Bapak Ruslan, SH)  
 
Sekretariat PPK Wattang Sawitto Kab. Pinrang 
(Wawancara bersama Ketua PPK Wattang Sawitto Bapak Alamsyah, SH) 
 
Wawancara Bersama Kasubag Teknis & Hupmas 
Bapak Masmuda, S.Sos, M.Si 
 
Wawancara Bersama Sekretaris KPU Dan Kasubag Keu, Umum, & 
Logistik 
(Bapak Drs. Amir Tahir dan Bapak Andi Irwan, SE.)  
 
Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Pinrang  tahun 2013 
 
